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WALI KOTA GORONTALO, 

babwa u n t u k meningkatkan tertib, efisiensi, dan 

efektivitas admin is t ras i penyelenggaraan pemerintaban 

daerab d iper lukan pedoman tata naskaLi d inas di 

l ingkungan pemerintab daerab; 

babwa tata n a s k a b d inas merupakan s a r a n a yang 

efektif da lam menc iptakan ars ip pe laksanaan 

tugas pemerintaban agar menjadi autent ik, terpercaya, 

memi l ik i kepast ian, dan dapat dipertanggungjawabkan 

sebingga terwujud ta ta kelola pemerintaban yang baik 

dan bersib dar i korups i , ko lus i dan nepotisme; 

pedoman tata n a s k a b d inas sangat d ibutubkan 

da lam upaya membei i kemudaban , ketert iban, 

kepast ian, dan efektilitas atas penyelenggaraan 

tata n a s k a b d inas; 

babwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud pada b u r u f a , b u r u f b, dan b u r u f c, perlu 

menetapkan Peraturan Wal i kota Gorontalo tentang 

Pedoman T a t a Naskab D inas D i l ingkungan Pemerintab 

Kota Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 T a b u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerab-daerab T ingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ts ibun 1959 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

Menimbanz 

Mengingat 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan 

efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di 

lingkungan pemerintah daerah, 

bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang 

efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan 

tugas pemerintahan agar menjadi autentik, terpercaya, 

memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

pedoman tata naskah dinas sangat dibutuhkan 

dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, 

kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan 

tata naskah dinas: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali kota Gorontalo tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah 

Kota Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
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MAC 
HUKU5I 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negaim Republ i l 

Indonesia Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 23 T a b u n 2014 t e n t a n i 

Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republilj; 

Indonesia T a b u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanji 

telab beberapa ka l i diulaab terakbir deng:an Undang-

Undang Nomor 6 T a b u n 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Kf;rja menjadi 

Undang Undang (Lembaran Negara Republ ik Indoneski 

T a b u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negani 

Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

Undang-Undang Nomor 30 T a b u n 2014 tentang 

Adminis t ras i Pemerintaban (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a b u n 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarar. 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5601) ; 

Peraturan Pemerintab Nomor 28 T a b u n 2012 tentang 

Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 43 T a b u n 2009 

tentang Kears ipan (Lembaran Negarei Republ i l 

Indonesia T a b u n 2012 Nomor 53 , Tambahan Lembarar 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5286) ; 

Peraturan Presiden Nomor 95 T a b u n 2(318 tentang 

Sistem Pemerintaban Berbas is E lek t ron i l : (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a b u n 2018 Nomor 182); 

Peraturan Arsip Nasional Republ ik Indonesia Nomor 5 

T a b u n 2021 tentang F'edoman T a t a Naskab D ina^ 

(Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a b u n 202 

Nomor 758) ; 

Peraturan Menteri Da l am Negeri Republ ik IndonesiE. 

Nomor 1 T a b u n 2023 tentang T a t a Naskab D inas D 

L ingkungan Pemerintab Daerab (Ber i ta Negara Republ i l 

Indonesia T a b u n 2023 Nomor 144); 

M E M U T U S K A N : 
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Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang: 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), | 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286), 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182): 

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Fedoman Tata Naskah Dinas 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 758), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 144), 

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS D I L INGKUNGAh 

P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO. 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

1. Daera l i ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah ada lah Kepala Daerah sebagai u n s u ' 

penyelenggara Pemerintaban Daerab yang memimpin pe laksanaan 

u r u s a n pemerintaban yang menjadi L:ewenangan daerati otonom. 

3. Kepaki Daerab adalab Wal i Kota. 

4. Wak i l Kepala Daerab adalab Wak i l Wal i Kota. 

5. P impinan D P R D adalab Ke tua dan Wak i l Ke tua D P R D Kota. 

6. Sekrel a r i s Daerab adalab Sekretar is Daerab Kota. 

7. Perangkat Daerab adalab perangkat daerab provinsi terdiri a tas 

sekretar iat daerab, sekretar iat D P R D , d inas daerab, lembaga tekn is 

daerab, dan un i t pe laksana teknis daerab. 

9. T a t a Naskab D inas adalab pengaturan tentang j en is , s u s u n a n dan 

bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganein, dan 

pengendalian yang d igunakan da lam komun ikas i ked inasan. 

10. Naskab D inas adalab informasi tertul is sebagai a lat komun ikas i 

ked inasan yang dibuat dan/atau d ike luarkan oleb fiejabat yang 

berwenang di l ingkungan Pemerintab Daerab. 

1 1 . Naskab D inas yang diselenggarakan secara elektronik adalab informasi 

yang d i rekam da lam media elektronik sebagai alat komun ikas i 

ked inasan, yang dibuat dan/a tau diterirna oleb pejabat/pimpinan yang 

berwenang di L ingkungan Pemerintab Dfierab. 

12. Tanda Tangan E lekt ron ik adalab tanda tangan yang terdiri a tas 

informasi elektronik yang d i lekatkan, t<?rasosiasi, a t au terkait dengan 

informasi elektronik l a innya yang d igunakan sebagai a lat ve;rifikasi. 
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Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG 
N
P
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14, 
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ASISTEN 
    SEKDA   “ 

        

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah adalah Wali Kota. 

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota. 

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota. 

H
I
 Perangkat Daerah adalah perangkat daerah provinsi terdiri atas 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 2
 

daerah, dan unit pelaksana teknis daerah. 

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan   bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan 

pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 
| 

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 

kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yan 

berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi 

yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi 

kedinasan, yang dibuat dan/atau diterirna oleh pejabat/pimpinan yani UR
 

berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 

informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan   informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi.
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B A B I I 

J E N I S , SUSUNAN, DAN B E N T U K NASKAH DINAS 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 2 

J e n i s Naskah D inas terdiri a tas : 

a . Naskah D inas a rahan ; 

b. Naskab D inas korespondensi; dan 

c. Naskab D inas k h u s u s . 

Bag ian Kedua 

Naskab D inas A rahan 

Pasa l 3 

Naskab D m a s a r a h a n sebagaimana dimalcsud da lam Pasal 2 b u r u f £. 

terdiri atas ; 

a . Naskab D inas pengaturan 

b. Naskab D inas penetapan; dan 

c. Naskab D inas penugasan. 

Pasa l 4 

Naskab C>inas pengaturan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

b u r u f a terdiri a tas : 

a . Perda; 

b. Perkada; dan 

c. Pera turan DPRD. 

Pasa l 5 

Naskab D inas penetapan sebagaimana d imaksud da lam Pas£il 3 b u r u f b 

terdiri a tas : 

a . Keputusan Kepala Daerab; 

b. Keputusan D P R D ; 

c. Keputusan P impinan D P R D ; dan 

d. Keputusan Bad£m Kebormatcui DPRD . 
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BAB II 

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Naskah Dinas arahan, 

b. Naskah Dinas korespondensi, dan 

c. Naskah Dinas khusus. 

Bagian Kedua 

Naskah Dinas Arahan 

Pasal 3 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

terdiri atas: 

a. Naskah Dinas pengaturan 

b. Naskah Dinas penetapan, dan 

c. Naskah Dinas penugasan. 

Pasal 4 

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri atas: 

a. Perda, 

b. Perkada, dan 

c. Peraturan DPRD. 

Pasal 5 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

terdiri atas: 

a. Keputusan Kepala Daerah, 
  

Un Keputusan DPRD, 

  

b. 

c. Keputusan Pimpinan DPRD, dan 

d. 

| EM Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 
  

    
sa / 

,        
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Pasa l 6 

S u s u n a n dan bentuk Naskah D inas pengaturan sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 4 dan Naskah D inas penetapan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 5 d iatur sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 7 

(1) Naskah D inas penugasan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

h u r u f c terdiri a tas : 

a . su ra t per intah; 

b. su ra t tugas; dan 

c. su ra t per ja lanan d inas . 

(2) S u r a t per intah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a berisji 

per intah dar i a tasan kepada bawahan u n t u k me laksanakan pekerjaan 

terteniu di luar tugas dan fungsi. 

(3) Su ra t tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b berisi tugajk 

dar i a tasan kepada bawahan u n t u k me laksanakan perintap 

pekerjaan sesua i dengan tugas dan fungsinya. 

(4) S u r a t per jalanan d inas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f <t 

merupiakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran a tau 

K u a s a Pengguna Anggaran dalam rangka pe laksanaan perjalanan 

d inas pejabat negara, pegawai negeri, piegawai t idak tetap, dan pihal^ 

l a in . 

Pasa l 8 

S u s u n a n dan bentuk Naskah D inas penugasan sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 7 ayat (1) tercantum da lam Lamp i ran yang merupiakan bagian 

t idak terpistahkan dar i Pera turan Wal i Kota in i . 

Bag ian Ketiga 

Naskah D inas Korespondensi 

Pasa l 9 

Naskah D inas korespondensi sebagaimana d imaksud da lam Pasa l :̂  

h u r u f b, tei'diri atas: 

a . korespiondensi internal ; dan 

b. korespiondensi eks t ema l 

-5- 

Pasal 6 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 7 

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c terdiri atas: 

a. surat perintah, 

b. surat tugas, dan | 

Cc.  siirat perjalanan dinas. 

Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi 

perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan 

tertentu di luar tugas dan fungsi. 

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas 

dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah 

pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Arggaran atau 

Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan 

dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak 

lain. 

Pasal 8 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

      
  

    

UNJ! 
KERJ 

a. 
KABAI 

Ib. 

anl| f       

  

Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Korespondensi 

Pasal 9 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, terdiri atas: 

korespondensi internal, dan 

korespondensi eksternal
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Pasa l 10 

Naskah D inas korespondensi internal sebagaimana dimalcsud da l an 

Pasa l 9 b u r u f a , terdiri a tas ; 

a . nota d inas; 

b. memo: dan 

c. disposisi . 

Pasa l 11 

(1) Nota D inas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 b u r u f £i merupakan 

saran£i komun ikas i ked inasan a n tar pejabat a tau dar i a tasan kepadfi 

bawahan atau dar i bawaban kepada a tasan di l ingkungan internal 

Perangkat Daerab. 

(2) Memo sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 b u r u f b berisi 

informasi ked inasan yang bersifat mengingatkan s u a t u masa lab , 

menyeimpaikan a r a h a n , peringatan, atciu pendapat yang dibuat olep 

a tasan kepada bawabannya . 

(3) Disposis i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 b u r u f c; merupakaik 

petunj u k tertul is s ingkat dar i a tasan kepada bawaban merigenai tindalr 

lanjut/tanggapan terhadap Naskab D inas masuk . 

Pasa l 12 

S u s u n a n dan bentuk Naskab D inas kores]3ondensi internal sebaga imani 

d imaksud da lam Pasa l 10 tercantum da lam Lamp i ran yang merupakan 

bagian t idak terp isabkan dar i Pera turan Wal i Kota Gorontalo. 

Pasa l 13 

(1) Naskab D inas korespondensi eks t ema l sebagaimana d i m a k s u ^ 

dalam Pasa l 9 b u r u f b d i s u s u n da lam bentuk sura t d inas . 

(2) S u s u n a n dan bentuk Naskab D inas korespondensi eksternall 

t e rcantum da lam Lamp i ran yang merupakan bagian tidak terp isabkap 

dar i Peraturan Wal i Kota Gorontalo. 

Bagian Keempgit 

Naskab D inas K h u s u s 

Pasa l 14 

Naskab D inas k h u s u s sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 b u r u f c 

terdiri atas : 

a . i n s t ruks i ; 

b. su ra t edaran; 
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Pasal 10 

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf a, terdiri atas: 

a. nota dinas, 

b. memo: dan 

c. disposisi. 

Pasal 11 

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan 

sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada 

bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal 

Perangkat Daerah. 

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi 

informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, 

menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh 

atasari kepada bawahannya. 

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan 

petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak 

lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk. 

Pasal 12 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

Pasal 13 

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas. 

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

Bagian Keempat 

Naskah Dinas Khusus 

Pasal 14 
  

KABAG 
HUKUM 

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 

terdiri atas: 
  

ASISTEN 

    
a. instruksi, 

b. surat edaran,          
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c. sura t k u a s a ; 

d. berita acara ; 

e. su ra t keterangan; 

f. sura t pengantar; 

g. pengumuman; 

b. laporan; 

i . te laaban staf; 

j . notu lan; 

k. sura t undangan; 

1. sura t ]3emyataan me laksanakan tugas; 

m. sura t jDanggilan; 

n . sura t iz in; 

o. l embaran daerab; 

p. berita daerab; 

q. rekom«indasi; 

r. radiogram; 

s. sura t iianda tamat pendidikan dan pelat i l ian; 

t. sertif ikat; 

u . piagam; dan 

V. sura t perjanjian. 

Pasa l 15 

(1) I n s t ruks i sebagaimana d imaksud da iam Pasa l 14 b u r u f a berisi 

per intab/araban Kepala Daerab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Sura l ; edaran sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f b 

berisi pemberi tabuan, penjelasan, dan/a tau petunjuk ca ra 

me laksanakan ba l tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

(3) S u r a t k u a s a sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 14 b u r u f c berisi 

pemberian k u a s a kepada p ibak la in dengan a tas Namanya u n t u k 

me l akukan s u a t u t indakan tertentu da lam rangka ked inasan sesua i 

peraturan perundang- undangan. 

(4) Ber i ta aca ra sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f d ber is i 

pemyataan pe laksanaan kegiatan pada w a k t u dan tempat tertentu yaU;; 

ditandatangani oleb para pibak. 

(5) S u r a t keterangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f o 

berisi penjelasan subjek dan objek u n t u k kepentingan 

ked inasan / tertentu. 

H
m
 

M
O
 

A
O
 

Wel
as 
I
a
 

Ka
te

 
ya

 
52
0 

8 
0
?
 HB 

Ss
 

wn
 

s
s
 

(1) 

(3) 

  

(4) 

  

e
a
 

  

(S) 
  

a
a
 

“
1
             

surat kuasa, 

berita acara, 

surat keterangan, 

Surat pengantar, 

pengumuman, 

laporan, 

telaahan staf, 

notulan, 

surat undangan, 

surat pernyataan melaksanakan tugas, 

surat panggilan, 

surat izin, 

lembaran daerah, 

berita daerah, 

rekomendasi, 

radiogram, 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 

sertifikat, 

piagara, dan 

surat perjanjian. 

Pasal 15 

Instruksi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 huruf a berisi 

perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sura: edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b 

berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara 

melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi 

pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas Namanya untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai 

peraturan perundang- undangan. 

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi 

pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang 

ditandatangani oleh para pihak. 

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e 

berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan 

kedinasan /tertentu.



(6) S u r a t pengantar sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f f berisi 

informasi yang d igunakan u n t u k menyampa ikan barang atau 

naskab . 

(7) Pengumuman sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f g berisi 

pemberi tabuan yang bersifat u m u m dar i pejabat yang berwcmang. 

(8) Lapor£Ln sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f b beris: 

pemberi tabuan tentang pe laksanaan kegiatan a tau kejadian. tertentu. 

(9) Te laaban staf sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f i beris: 

ana l i s i s pert imbangan, pendapat, dan sa ran secara sistemeitis terbadap 

sesuatu permasa lahan yang per lu penjelasan dar i bawaban kepadg, 

atasar i . 

(10) Notulen sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f j merupakar . 

catatan yang berisi proses sidang a tau rapat. 

(11) S u r a t undangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f k beris i 

undangan kepada pejabat/pegawai ba ik di l ingkup interna l Pemerintah 

Daera l i , m a u p u n pibak eksterna l yang tertera pada a l a m a : 

tujuar i u n t u k mengbadiri s u a t u a ca ra ked inasan. 

(12) S u r a t pemyataan me laksanakan tugas sebagaimana dimaksuci 

da lam Pasa l 14 b u r u f 1 ber is i p emya taan dar i pejabat yang be rwenan i 

babwgL seorang pegawai telab me laksanakan tugas. 

(13) S u r a t panggilan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f m berisi 

pemanggilan dar i pejabat yang berwenang kepada pegawai u n t u k 

mengbadap. 

(14) S u r a t iz in sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f n berisi 

persetujuan terbadap s u a t u permobonan yang d ike luarkan oleb 

pejab£Lt berwenang sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(15) Lembaran daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f o 

berisi penerbitan resmi Pemerintab Daerab u n t u k mengundangkan 

Perda. 

(16) Beri ta daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 h u r u f p berisi 

penerl i i tan resmi Pemerintab Daerab u n t u k mengundangkan Perkada 

dan P( ;raturan D P R D . 

(17) Rekomendasi sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 14 b u r u f <i 

merupakan n a s k a b d inas berisi keterangan a tau catatan dar i pejabait 

yang berwenang tentang sesuatu ba l yang u n t u k dapat d i jadikan 

baban pert imbangan ked inasan. 

  

Uni 
KERJA 
  

KABAG 

  

ASISTEN 

    SEKDA         

«Ha 

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi 

informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau 

naskah. 

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi 

pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang. 

(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi 

pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu. 

(9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi 

analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap 

sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada 

atasar.. 

| 
(10) Notulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan 

catatan yang berisi proses sidang atau rapat. 

(11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi 

undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah 

Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat 

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 

(12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang 

bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas. 

(13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi 

pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk 

menghadap. 

(14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi 

persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh 

pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o 

berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk merigundangkan 

Perda. 

(16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi 

penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada 

dan Peraturan DPRD. 

(17) Rekormendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g 

merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejab 

yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat na 

bahar. pertimbangan kedinasan.
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(18) Radiogram sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f r merupakan 

pesan tertul is resmi yang d ik i r im mel i i lui radio naskab d inas dari 

pejabat yang berwenang berisi informasi h a l tertentu yang dikir im 

mela lu i te lekomunikasi elektronik. 

(19) S u r a t tanda tamat pendidikan dan pekit iban sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 14 b u r u f s merupakan n a s k a b d inas sebagai tanda bukti 

berisi keterangan seseorang telab lu lus/meng ikut i pendidikan dan 

pelat ihan tertentu. 

(20) Serti f ikat sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 14 b u r u f t merupakan 

n a s k a l i d inas sebagai berisi keterangan tanda bukt i seseorang; 

telab mengikuti program/kegiatan tertentu, an ta ra la in : penataran 

k u r s u s , orientasi , bimbingan teknis , v/orksbop, seminar, dan yang; 

sejenisi. 

(21) Piagam sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f u merupakar . 

n a s k a l i d inas berisi keterangan pengbairgaan atas prestasi yang telab 

dicapai a t au kete ladanan yang telab d iwu judkan oleb percrangan atat 

instansi/ lembaga dar i pejabat berwenang;. 

Pasa l 16 

(1) Su ra t perjanjian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 b u r u f y 

berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat an tar kedugi 

belab pibak a tau lebib u n t u k me laksanakan t indakan a tau perbuatari 

b u k u m yang disepakati bersama. 

(2) S u s u n a n dan bentuk sura t perjanjian sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d iatur sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasa l 17 

Format Ngiskab D inas k h u s u s sebagaimana d imaksud da lam Pasa l D-

b u r u f a sampai dengan buru f u tercantum da lam Lamp i ran yang 

merupakan bagian t idak terp isabkan dar i Pera turan Wal i Kota Gorontalo. 

UKTI 
KEEJ. 

rm; 4 * 

SEKDi 

B A B I I I 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

  

  

  

            

: Oi 

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan 

pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari 

pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim 

melalui telekomunikasi elektronik. 

(19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti 

berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan 

pelatihan tertentu. 

(20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan 

naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseoran 

telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, 

kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang 

sejenis. 

(21) Piagarh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan 

naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah 

dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau 

instansi/lembaga dari pejabat berwenang. 

Pasal 16 

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v 

berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua 

belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 

hukurn yang disepakati bersama. 

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 17 

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yan 

merupakari bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

BAB III 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum
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Pasa l 18 

Pembuatan Naskab D inas dapat menggunakan: 

a . media r ekam kertas ; a tau 

b. media r ekam elektronik. 

Pasa l 19 

Pembuatan Naskab D inas dengan medi£i rekam kertas sebagaiman?. 

d imaksud da lam Pasa l 18 b u r u f a dicebik menggunakan ker tas dar 

d ibububi temdatanggm basab. 

Pasa l 20 

Pembuatan Naskab D inas dengan media r ekam elektronik sebagaimanf. 

d imaksud dalam Pasa l 18 buru f b menggunahian: 

a . ap l ikas i u m u m bidang kears ipan dinamisi; a t au 

b. ap l ikas i pengolab k a t a a t au data. 

Pasa l 21 

Pembuatan Naskab D inas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 18 beris i 

u n s u r : 

a. kop; 

b. penomoran; 

c. penggunaan kertas ; 

d. penggunaan t inta; 

e. j a r a k spas i , j en is , dan u k u r a n buruf , serta k a t a penyambung; 

f. penentuan batas a tau ruang tepi; 

g. nomor ba laman; 

b. tembusan; 

i . lampiran; 

j . paraf, t anda tangan, dan stempel; 

k. amplop dan map; dan 

1. Naskab D inas babasa asing. 

Bag ian Kedua 

Kop 

Pasa l 22 

Kop sebaga imana d imaksud da lam Pasa l 2 1 b u r u f a terdiri atas: 

a . kop Naskab D inas j aba tan Kepala Daera l i ; dan 

b. kop Naskab D inas Perangkat Daerab. 

-10- 

Pasal 18 

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: 

a. media rekam kertas, atau 

b. media rekam elektronik. 

Pasal 19 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebegatmang 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan 

dibubuhi tandatangan basah. 

Pasal 20 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan: 

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, atau 

b. aplikasi pengolah kata atau data. 

Pasal 21 | 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi 

unsur: 

kop: 

penomoran, 

penggunaan kertas, 

penggunaan tinta, 

jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung, 

penentuan batas atau ruang tepi, 

nomor halaman, 

tw
 
P
P
A
 
p 

tembusan, 

pe
ak

 

lampiran, 

paraf, tanda tangan, dan stempel, 

amplop dan map, dan 

k
a
 
I
a
 
"
s
 

Naskah Dinas bahasa asing. 

Bagian Kedua 

Kop 
  

Pasal 22   

  

“
e
r
n
a
 

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas: 
  

B
E
E
 

      
a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah, dan 

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.      
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Pasa l 23 

(1) Kop Naskah D inas j aba tan Kepala Daerab sebagaimana dimaksuc^ 

dalam Pasa l 22 b u r u f a, d igunakan u n t u k Naskab D inas yanri 

di tandatangani oleb Kepala Daerab. I 

(2) Kop b^askab D inas j aba tan Kepala Daerab sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) dapat d igunakan oleb p»enjabat, penjabat sementara 

pe laksana tugas, dan pe laksana bar ian Kepala Daerab. 

Pasa l 24 

Kop Naska l i D inas Perangkat Daerab sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 

22 b u r u f b d i gunakan u n t u k Naskab D inas yang d i tandatangani oleb 

pejabat bervenang selain Kepala Daerab. 

Pasa l 25 

B e n t u k dan u k u r a n kop Naskab D inas sebagaimana dimalvsud dalam 

Pasa l 22 tercantum da lam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terp isabkan dar i Peraturan Wal i Kota Gorontalo. 

Bag ian Ketiga 

Penomoran 

Pasa l 26 

Penomoran sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 b u r u f b diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undfingan. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas 

Pasa l 27 

Penggunaan ker tas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 b u r u f c 

yang d igunakan da lam penyusunan Naskab D inas peng;aturan dan 

Naskab D inas penetapan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasa l 28 

Kertas y a r g d igunakan da lam penyusunan Naskab D inas penugasan, 

Naskab D i r a s korespondensi, dan Naskab D inas k b u s u s merupakan kertas 

jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), u k u r a n A4 dengan grarr^atur paling 

sedikit 70 (tujub pulub) gram/m2 kecua l i pada lembaran daeral i dan berita 

daerab. 

2 Its 

Pasal 23 

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala Daerah. 

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, 

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah. 

Pasal 24 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 huruf » digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh 

pejabat berwenang selain Kepala Daerah. 

Pasal 25 

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

Bagian Ketiga 

Penomoran 

Pasal 26 

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas 

Pasal 27 

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c 

yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan 

Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 28 

Kertas yarg digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, 

Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas 

jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling 

sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita 

daerah. 
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Pasa l 29 

J e n i s , u k u r a n , dan gramatur ker tas yang d igunakan dalan: pembuatar 

Naskab D inas k b u s u s d i sesua ikan kebutuban dengan memperbat ikar 

ke tabanan kertas . 

Bag ian Ke l ima 

Penggunaan T in t a 

Pasa l 30 

(1) Warna t inta yang d igunakan da lam penyusunan Naskab Dinaj i 

sebaggdmana d imaksud da lam Pasa l 2 1 b u r u f d sebagai ber ikut: 

a . t inta yang d igunakan u n t u k pengetikan berwarna l i i tam; 

b. t in ta yang d igunakan u n t u k penandatanganan dan paraf 

bcjrwama b i ru tua ; 

c. t in ta stempel yang d igunakan u n t u k Naskab D inas , berwarng. 

ungu; dan 

d. t in ta stempel yang d igunakan u n t u k Naskab D inas bersifat 

r j ibasia , berwarna merab. 

(2) J e n i s t in ta yang d igunakan pada Naska l i D inas merupakan t in ta yang 

t idak la rut oleb a i r/t idak l u n t u r a t au pigment durabrite. 

Bagian Keenam 

Jargik Spas i , J e n i s dan U k u r a n Huruf , ser ta K a t a Penyarribung 

Pasa l 3 1 

(1) J a r a k spas i pada Naskab D inas pengaturan dan Ngiskab D inas 

penetcLpan sebagaimana d imaksud dalara Pasa l 3 b u r u f a dan b u r u f b 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) J a r a k spas i pada Naskab D inas se la in Naskab D inas pengaturan dan 

Naskab D inas penetapan sebagaimana d imaksud pada aj at (1) b a r u s 

memperbat ikan aspek keseras ian dan estetika. 

Pasa l 32 

(1) J e n i s b u r u f pada Naskab D inas pengaturan dan Nciskab D inas 

penetEipan ya i tu bookman old style dengan u k u r a n 12 (du£i belas). 

(2) J e n i s l i u r u f dan u k u r a n pada Naskab D inas korespondensi dan Naska l i 

D inas k b u s u s ya i tu Ania/dengan u k u r a n 12 (dua belas). 

s 1D 

Pasal 29 

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan 

Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan 

ketahanan kertas. 

(1) 

(1) 

(2) 

  

  

(2) 
  

5 
|(
SE
|a
s 

              

Bagian Kelima 

Penggunaan Tinta 

Pasal 30 

Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut: 

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam, 

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf 

berwarna biru tua, 

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna 

ungu, dan 

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat 

rahasia, berwarna merah. 

Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang 

tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite. 

Bagian Keenam 

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Pasal 31 

Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas 

penetapan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a dan huruf b 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas perigaturan dan 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

Pasal 32 

Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas 

penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas). 

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah 

Dinas khusus yaitu Arsa! dengan ukuran 12 (dua belas).
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Pasa l 33 

K a t a ]3enyambung merupakan k a t a yang d igunakan sebagai tand£L 

babwa teks mas ib berlanjut pada ba laman ber ikutnya . 

K a t a penyambung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) clitulis pada: 

a. ak l i i r setiap ba laman; 

b. bar is terakbir teks di sudut k a n a n bawab ba laman; dan 

c. k a t a yang diambil persis s a m a dar i k a t a perta:[na balamari 

ber ikutnya. 

Da lam pembuatan Naskab D inas dengan media r ekam elektronik 

t idak mencan tumkan k a t a penyambung. 

Bag ian Ketujuhi 

Penentuan B a t a s a tau Ruang Tepi 

Pasa l 34 

Penentuan batas a tau ruang tepi sebagaimana dimalcsud da lam 

Pasa l 21 b u r u f f pada ker tas ber tu juan u n t u k keseras ian dan kerapiari 

da lam penyusunan Naskab D inas . 

Penentuan batas a tau ruang tepi sebagaimana d imaksud pada ayat (1 

u n t u k Naskab D inas korespondensi dan Naskab D inas k l i u s u s diatui ' 

dengan ketentuan sebagai ber ikut: 

a. ruang tepi atas : 

1) apabi la menggunakan kop Naska l i D inas , 2 (dua) spas i dibawaf. 

kop; dan 

2) apabi la t anpa kop Naskab Dinas , pal ing sedikit 2 (dua) cm dar i 

tepi a tas kertas . 

b. ru img tepi bawab pal ing sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dar i tepi 

bawab kertas ; 

c. ru img tepi k i r i pal ing sedikit 3 (tiga) cm dar i tepi k i r i ker tas ; dan 

d. ruang tepi k a n a n paling sedikit 2 (dua) c m dar i tepi k a n a n kertas. 

Bag ian Kedelapa.n 

Nomor Ha laman 

Pasa l 35 

Nomor ba laman sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 1 f iuru f g pada 

Naskab D inas menggunakan angka arab/biasa. 

(1) 

(3) 

(1) 

(2) 

  

UN 

    
(1) 

  

ai e
t
 

    6       
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Pasal 33 

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda 

bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. 

Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada: 

a. akhir setiap halaman, 

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman, dan 

c. kara yang diambil persis sama dari kata pertama halaman 

berikutnya. 

Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 

tidak mencantumkan kata penyambung. 

Bagian Ketujuh 

Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 34 

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian 

dalam penyusunan Naskah Dinas. 

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah 

kop, dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari 

tepi atas kertas. 

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi 

bawah kertas: 

Cc. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas, dan 

ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas. 

Bagian Kedelapan 

Nomor Halaman 

Pasal 35 

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada 

Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
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(2) Nomoi ha l aman sebagaimana dimalcsud pada Ayal; (1) da lan . 

Naskab D inas korespondensi dan Naskab D inas k b u s u s ditempatkar. 

pada tiagian tengab atas secara s imetr is . 

Bag ian Kesembi lan 

Tembusan 

Pasa l 36 

(1) T embusan sebagaimama d imaksud dalam Pasa l 21 b u r u f b d isampaikar 

kepada p ibak yang bersangkutan dan p ibak yang dianggap perlu 

mengetabui i s i su ra t tersebut. 

(2) T embusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) yang naskah 

d inasuya ditandatangani oleb pejahat yang mengatasnamakar 

d isamj ja ikan kepada pejabat yang d ia tasnamakan . 

(3) Tembusan sebagaimana d imaksud p»ada ayat (1) y ang naskah 

d inasuya ditandat£ingani oleb j aba tan p impinan tinggi a tas nama. 

Kepala Daerab, d i sampa ikan kepada hlepala Daerab dmi Sekretaris 

Daerab. 

(4) Tembusan sebagaimana d imaksud piada ayat (1) yang naskah 

d inasnya ditandatangani oleb j aba tan p impinan tinggi atas nama 

Kepala Daerab berupa sura t tanda tamfit pendidikan dan pelat ihan 

sertif ikat, dan piagam t idak memer lukan tembusan. 

(5) Tembusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berada pada posisi 

bagian k i r i bawab pada Naskab D inas dan d i ikut i tanda baca t i t ik 

d u a (:), t idak diberi garis bawab, serta t idak per lu menamlaabkan kata 

sebagai laporan, ars ip , a t au ist i lab sejenis. 

Bag ian Kesepulub 

Lamp i ran 

Pasa l 37 

(1) Lamp i ran sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 b u r u f 

ditandatangani oleb pejabat yang s a m a dengan yang men.andatangani 

Naska l i D inas . 

(2) Da lam ba l lampiran Naskab D inas sebagciimana d imaksud pada ayat (1) 

memil ik i lebib dar i sa tu ba laman, ba laman ber ikutnya diberi nomor 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 35 ayat (1). 

  

UnT 
KERJA 
  

  

      5       

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

San NA 22 

Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam 

Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan 

pada bagian tengah atas secara simetris. 

Bagian Kesembilan 

Tembusan 

Pasal 36 

Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan 

kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu 

mengetahui isi surat tersebut. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan 

disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama 

Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris 

Daerah. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah 

dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama 

Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dari pelatihan, 

sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi 

bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik 

dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata 

sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis. 

Bagian Kesepuluh 

Lampiran 

Pasal 37 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i 

ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani 

Naskah Dinas. 

Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
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Bag ian Kesebelas 

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

Pasa l 38 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimtLna d imaksud dal i im Pasa l 21 

b u r u f j merupakan bentuk pengabsaban Nask:ab D inas . 

Pasa l 39 

(1) Paraf sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 38 merupakan tanda tangar 

s ingkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mufitan materi 

substans i , redaksi , dan pengetikan. 

(2) Paraf sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i a tas : 

a. paraf b ierark i ; dan 

b. paraf koordinasi . 

(3) Naska l i D inas yang konsepnya dibuat oleb pejabat dibawah 

pejabat penandatangan, terlebib dabu lu dipara:f sebelum 

ditand atangani. 

(4) Naskah D inas yang konsepnya dibuat oleb pejabat yang a k a r 

menaudatangani Naskab D inas tersebut t idak memer lukan paraf. 

(5) F i tu r paraf da lam media r ekam elektronik, b e rbe r luk catatan 

r iwayat Naskab D inas da lam bas is data sebelum d i lakukau 

penandatanganan oleb pejabat yang berwenang. 

(6) Pembububan paraf pada Naskab D inas penugasan berupa su ra l 

per ja lanan d inas d ibubuhkan pada lembeir pertama. 

Pasa l 40 

(1) Paraf b i e rark i sebagaimana d imaksud dcilam Pasa l 39 ayat (2) b u r u f a 

merupakan paraf pejabat sesua i jenjang j aba tan yang d ibubuhkan 

da lam bentuk matr iks . 

(2) Pembububan paraf b ierark i pada Naskab D inas yang 

ditandatangani oleb Kepala Daerab, Wak i l Kepala Daerahi, Sekretaris 

Daerab, as isten, sekretar is D P R D , kepala d inas , kepala badan, 

inspektur , dan direktur rumab sak i t u m u m b a r u s dipfiraf terlebib 

dabu lu oleb maks ima l tiga orang pejabat secara berjenjang. 

(3) Paraf b ierark i pada Naskab D inas penugasan, Nsiskab Dinas 

korespondensi, dan Naskab D inas k b u s u s ditem]iatkan pada 

lembar terakbir . 

  

Yi i— 

Bagian Kesebelas 

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

Pasal 38 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 39 

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasai 38 merupakan tanda tangan 

singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, 

substansi, redaksi, dan pengetikan. 

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a.  paraf hierarki, dan 

b. paraf koordinasi. 

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah 

pejabat penandatangan, terlebih dahulu  diparaf sebelum 

ditandatangani. | 

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan 

riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan 

penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 

Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat 

perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 

Pasal 40 

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a 

merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan 

dalam bentuk matriks. 

Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerali, Sekretaris 

Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, 

inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih 

dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang. 

Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas 

korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada 

lembar terakhir.
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Pasa l 41 

(1) Paraf l-coordinasi sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 39 ayat (2) b u r u : 

b merupakan paraf pejabat sesua i subsbms i tugasnya atau pejabat lair i 

yang terlibat pada masing- mas ing un i t ker ja yang berbentuk mat r iks . 

(2) Naskab D inas yang mater inya sal ing berkai tan antar un i t ker ja, dipara!" 

oleb un i t pengolab dan un i t la in yang terkait sebelum ditandatangani 

oleb pejabat yang berwenang pada lembar terakbir . 

Pasa l 42 

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskab D inas sebagaimana dimaksuc 

da lam Pasa l 38 berfungsi sebagai a lat autent ikas i dan veri f ikasi 

a tas identitas penandatangan serta keautent ikan, keterpercayaan, dari 

k eu tu l i an informasi. 

(2) T a n d a tangan sebagaimana d imaksud pa<ia ayat (1) terdiri a tas : 

a . t£.nda tangan basab; a tau 

b. t s j ida tangan elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimalcsud pada s ya t (1) dar 

ayat (2 ) d i l akukan oleb pejabat yang berwenang. 

Pasa l 43 

(1) T a n d a tangan basab d igunakan pada Naskab D inas dengan medk. 

r ekam kertas . 

(2) T a n d a tangan elektronik d igunakan pada Naskab D inas d<;ngan medk. 

r ekam elektronik. 

Pasa l 44 

(1) Penul isan n a m a pejabat yang me:iiandatangani Naskab Dinas. 

pengaturan dan Naskab D inas penetapan t idak menggunakan gelar. 

(2) Penul isan n a m a pejabat yang menandatangani Ntiskab Dinas. 

penugasan, Naskab D inas korespondensi, dan Naskab Dinas 

k b u s u s menggunakan gelar, kecua l i piagam, serti f ikat, dan sura l 

t anda tamat pendidikan dan pelat iban. 

(3) Penul isan n a m a penandatangan u n t u k pejabat se la in Ke]3ala Daerab, 

Wak i l Kepala Daerab, dan Sekretar is Daerab menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai dan pangkat/golongan. 

  

    

              

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Pasal 41 

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf 

b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain 

yang terlibat pada masing- masing unit kerja yang berbentuk matriks. 

Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf 

oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir. | 

Pasal 42 

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimaria dimaksud 

dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi 

atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan 

keutuhan informasi. 

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. tenda tangan basah, atau 

b. tanda tangan elektronik. 

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 43 

Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam kertas. 

Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam elektronik. 

Pasal 44 

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas 

pengaturan dan Naskah Dinas penetapari tidak menggunakan gelar. 

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas 

penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas 

khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan. 

Penulisan nama penandatangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, 

Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
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(4) Penul isan n a m a penandatangan u n t u k penjabat, penjabat sementara, 

pe laksana tugas, dan pe laksana bar i an Kepala D^ierab tidak 

menggunakan gelar, nomor induk pegawsd, dan pangkat/golongan. 

(5) Penul i san n a m a penandatangan u n t u k penjabat dan pe laksana 

bar i an Sekretar is Daerab t idak meng^junakan gelar, nomor induk 

pegawai, dan pangkat/golongan. 

Pasa l 45 

Pemberian T a n d a Tangan E lekt ron ik pada Naskab D inas ber laku 

ketentuan siebagai ber ikut: 

a . T a n d a Tangan E lek t ron ik b a r u s ditandgii da lam s u s u n a n dan bentuk 

kode C[uick response yang disertai n a m a pejabat penandgitangan dan 

n a m a jaba tan ; 

b. Naska l i D inas dengan T a n d a Tangan Elektronik 

d id is t r ibus ikan kepada p ibak yang herhak t anpa b a r u s dicetak; 

c. pendistr ibusian sebagaimana d imaksud da lam b u r u f b dapat melalui 

ap l ikas i u m u m bidang kears ipan d inamis , media dar ing a tau media 

lur ing; dan 

d. menggunakan serti f ikat elektronik yang dibuat oleh 

penyelenggara sert i f ikasi elektronik Indoriesia. 

Pasa l 46 

(1) Stempel d igunakan pada Naskab D inas dengan media n jkam ker tas 

(2) Stempel sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak d igunakan pada 

Naska l i D inas dengan media r ekam elektronik; 

Pasa l 47 

Stempel terdiri atas: 

a . stempel j aba tan Kepala Daerab; 

b. stempel Perangkat Daerab; 

c. stempel un i t pe laksana teknis daerab dan/a tau badan layanar 

u m u m daerab; dan 

d. stempel pengamanan Naskab D inas . 

Pasa l 48 

B e n t u k dan u k u r a n stempel te rcantum da lam Lamp i ran yang merupakar 

bagian t idak terp isabkan dar i Pera turan Wal i Kota in i . 

Bag ian Kedua belas 

(4) 

(5) 

«7 - 

Penulisan nama penandatangan untuk penjabat, penjabat sementara, 

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak 

menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan. 

Penulisan nama penandatangan untuk penjabat dan pelaksana 

harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk 

pegawai, dan pangkat/golongan. 

Pasal 45 

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. 

(1) 

(2) 

Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk 

kode guick response yang disertai nama pejabat penandatangan dan 

nama jabatan, 

Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak, 

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui 

aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media 

luring, dan 

menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. 

Pasal 46 

Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas. 

Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada 

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik, 

Pasal 47 

Stempel terdiri atas: 

    
    

  

      

a. 

b. 

Cc. 

d. 
Un mh 

KAB! 

ASISTEK 

SEKDA     

  

stempel jabatan Kepala Daerah, 

stempel Perangkat Daerah, 

stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan 

umum daerah, dan 

stempel pengamanan Naskah Dinas. 

Pasal 48 

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Kedua belas



- 18 -

Amplop dgm Map 

Pasa l 49 

(1) AmplojD Naskah D inas terdiri atas ; 

a. Amplop Naskah D inas J a b a t a n Kepa la Daerab; dan 

b. Amplop Naskab D inas Perangkat Daerab. 

(2) B e n t u k Amplop Naskab D inas yang d igunakan untuk 

pend isb ibus ian Naskab D inas dengan media r ekam kertas berbentuk 

persegi panjang. 

(3) U k u r a n amplop yang d igunakan u n t u k ipendistribusian Nj iskab Dinas 

dengan media r ekam ker tas dapat disesuailcan dengan 

kebutuban sesua i dengan kepentingan Pemerintab Daerab. 

(4) Amplop Naskab D inas j aba tan sebagaimana d imaksud piada ayat (1) 

b u r u f a menggunakan ker tas w a r n a put ib. 

(5) Amplop Naskab D inas Perangkat Daerab sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) b u r u f b menggunakan kertas w a m a coklat. 

Pasa l 50 

(1) Pada amplop Naskab D i n a s b a r u s d i can tumkan a lamat pengirim dan 

a lamat tu juan . 

(2) Alamat pengirim sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat : 

a. lambang negara b e r w a m a kun ing emas dan n a m a j a t a t a n alamat 

yang dilengkapi dengan n a m a kabupaten/kots. dan nama 

provinsi , nomor telepon, faksimile, pos-el, l aman , dan kode pos di 

bagian tengab a tas u n t u k gimplop Naskab D inas j aba tan Kepala 

Daei-ab. 

b. logo daerab b e r w a m a dan n a m a Pemerintab Daerab, nama 

Perangkat Daerab yang bersangkutan, a lamat yang dilengkapi 

dengan n a m a kota, nomor telepon, faksimile, pos-el, l aman , dan kode 

pos di bagian tengab atas u n t u k amplop Naskab D inas Perangkat 

Daerab. 

(3) Perband ingan b u r u f pada amplop Naskab D inas Perangkat Daerab antara 

tu l i san n a m a Pemerintab Daerab d£in tu l i san n a m a Perangkat 

Daerab adalab 3 : 4 dengan menggunai ian b u m f Arial. 

Pasa l 51 

(1) Map sehiagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 b u r u f k terdir i a tas : 

  

Un 
KERJA 
  

KABAG 

  

    SEKDA|         

s 18 

Amplop dan Map 

Pasal 49 

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah, dan 

b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk 

pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk 

persegi panjang. | 

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah. 

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a menggunakan kertas warna putih. 

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat. 

Pasal 50 

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicaritumkan alamat pengirim dani 

alamat tujuan. 

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan alamat 

yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama 

provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di 

bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Kepala 

Daerah. 

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama 

Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi 

dengan nama kota, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode 

pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat 

Daerah. 

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antar 

tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat 

Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf Arial. 

Pasal 51 

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
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a. map Naskah D inas j aba tan ; dan 

b. map Naskab D inas Perangkat Daerab. 

(2) U k u r a n , bentuk, dan w a m a map n a s k a b d inas dapat d i sesua ikan 

dengan kebutuban sesua i dengan kepentingan tiap Pemerintab 

Daerab. 

Pasa l 52 

(1) Map NgLskab D inas j aba tan sebagaimana d imaksud dalajn Pasa l 51 

ayat (1) b u m f a terdiri a tas : 

a . map Naskab D inas Kepala Daerab; dan 

b. map Naskab D inas kepa la Perangkat Daerab. 

(2) Map Naskab D inas Kepa la Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

b u r u f a memuat lambang negara berwaima kun ing emas dan tu l i san 

Kepala Daerab menggunakan b u r u f Arial dengan u k u r a n d isesua ikan 

dan di tempatkan pada bagian tengab a tas secara s imetr is . 

(3) B e n t u k dan s u s u n a n map Naskab D inas Kepala Daerab siebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) b u r u f a dan map Naskab D inas kepala Perangkat 

Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b tercantum dalam 

lampiran yang m e m p a k a n bagian t idak terp isabkan dar i Peraturan Wali 

Kota Gorontalo. 

Bag ian Ketigabekis 

Naskab D inas Babasa Asing 

Pasa l 53 

(1) Naskab D inas dapat d i s u s u n dalam babasa as ing dengan m(;ngacu pada 

format Naskab D inas sebagaimana d iatur da lam Peraturan Menteri in i . 

(2) Penyebuitan n a m a daerab t idak diter jemabkan ke da lam babeisa asing. 

B A B IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasa l 54 

Pengamanan Naskab D inas pal ing sedikit memuat : 

a. penentuan kategori k las i f ikas i keaman,an dan akses Naskab D inas ; 

b. per lakuan terbadap Naskab D inas berdasarkan k las i f ikas i k eamanan 

dan akses yang mel iputi : 

1. pemberian kode derajat k las i f ikas i k eamanan dan akses ; dan 

2. pemberian nomor seri pengaman a tau security printing. 
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a. map Naskah Dinas jabatan, dan 

b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 52 

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. map Naskah Dinas Kepala Daerah, dan 

b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 

(2) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan 

Kepala Daerah menggunakan huruf Arsa! dengan ukuran disesuaikan 

dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. 

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota Gorontalo. 

Bagian Ketigabelas 

Naskah Dinas Bahasa Asing 

Pasal 53 

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada 

format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 54 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: 
  

Um a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas: 

  b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan 

- dan akses yang meliputi: 
  

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, dan 

5 
I
T
 

2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.     6
 

me
ng
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Pasa l 55 

Da lam rangka pengamanan Naskah D inas pada media r ekam elektronik, 

ap l ikas i umurn bidang kears ipan d inamis memuat fitur pengamanan Naskah 

Dinas . 

Pasa l 56 

Kategori k las i f ikas i k e a m a n ^ u n t u k Naskab D inas terdiri a tas : 

a. sangat rabas ia ; 

b. rabas ia ; 

c. terbata.s; dan 

d. b iasa/ :e rbuka . 

Pasa l 57 

Penentuan t ingkat k las i f ikas i k eamanan S(;bagaimana dimalcsud dalam 

Pasa l 56 dis;esuaikan dengan kepentingan dan subs tans i Naskab D inas 

Pasa l 58 

(1) Hak akses terbadap Naskab D inas yang berklasi f ikasi sangat 

rabas ia , rabas ia , dan terbatas banya diber ikan kepada p ibak yang 

berwengmg. 

(2) Hak akses terbadap Naskab D inas yang berklas i f ikas i b iasa/terbuka 

diber ikan kepada p ibak terkait. 

Pasa l 59 

(1) Naskab D inas dengan media r ekam ker tas d iber ikan kode derajat 

pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelab k i r i atas 

Naskab D inas . 

(2) Da lam ba l Naskab D inas yang memi l ik i k las i f ikas i keamanan 

sangat r abas i a dan rabas ia , menggunakan amplop rangk£ip dua. 

Pasa l 60 

Naskab D inas dengan media r ekam e lektrcnik yang memi l ik i k las i f ikas i 

keamanan sangat rabas ia , rabas ia , dan terbatas dapat menggunakan sandi 

tertentu sesiuai dengan perkembangan teknolcgi. 

Pasa l 6 1 

Kode derajat k las i f ikas i k eamanan dan akses d iber ikan dengan ketentuan 

sebagai ber ikut: 

a. Naskab D inas sangat r abas i a d iber ikan kode ' SR ' dengan menggunakan 

t in ta w a r n a merab; 

  

UNI 
KERJA 
  

KABAG 
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Pasal 55 

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam. elektronik, 

aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah. 

Dinas. 

Pasal 56 

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas: 

a. sangat rahasia, 

b. rahasia, 

Cc. terbatas, dan 

d. biasa/rerbuka. 

Pasal 57 

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas 

Pasal 58 

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat 

rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang 

berwenang. 

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka 

diberikan kepada pihak terkait. 

Pasal 59 

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat 

pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas 

Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan 

sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua. 

Pasal 60 

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi 

keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi 

tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pasal 61 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan 
  

sebagai berikut: 

    SEKDA   e
t
 

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SR' dengan menggunakan 

tinta warna merah,      
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b. Naskab D inas rabas i a diber ikan kode 'R ' dengan menggunakan 

t in ta w a r n a merab; 

c. Naskab D inas penting diber ikan kode 'T ' dengan menggunakan 

t in ta b i tam; dan 

d. Naskab D inas b iasa diber ikan kode ' B ' dengan menggunakan 

t in ta b i tam. 

Pasa l 62 

Pemberian nomor ser i pengaman pada Naskab D inas a tau security 

printing sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 54 b u r u f b angfci 2 memil iki 

tu juan u n t u k menjamin keautent ikan dan keterpercayaan informasi pada 

Naskab D inas 

Pasa l 63 

Ketentuan mengenai pemberian nomor sieri pengaman aiiau security 

printing sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 62 d iatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B A B V 

P E J A B A T PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasa l 64 

(1) Kewenangan penandatanganan Naskab D inas merupakan bak, 

kewaj iban, dan tanggung j awab yang adi i pada seorang pejabat u n t u k 

menandatangani Naskab D inas sesua i d(;ngan tugas dan kewenangan 

pada j aba tannya . 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskab D inas oleb Kepala Daerab 

ber laku mutat is mutand is bagi penjabat, ]3enjabat sementara, pe laksana 

tugas, dan pe laksana bar i an sesua i <lengan ketentuan peraturan 

perundeing- u ndangan. 

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penemdatanganan Naskab Dinas 

tercantum dalam Lamp i ran yang merupakan bagian t idak terp isabkan 

dar i Peraturan Menteri in i . 

Pasa l 65 

(1) Pejabat Pemerintab Daerab dapat me l impabkan kewenangan 

penandatanganan Naskab D inas kepada pejabat di bawabnyti . 

o 
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b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan 

tinta warna merah, 

Naskah Dinas penting diberikan kode “T dengan menggunakan 

tinta hitam, dan 

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan! 

tinta hitam. 

Pasal 62 

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security 

printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki 

tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada 

Naskah Dinas 

Pasal 63 

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security 

printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasal 64 

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk 

menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan 

pada jabatannya. 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah 

berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana 

tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuari peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Naskah Dinas 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 65 

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan 

penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
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(2) Ketentuan mengenai pe l impahan kewengngan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) t e rcantum da lam Lamp i ran yang merupakan iDagian tidak 

terp isabkan dar i Peraturan Wal i Kota Gorontalo. 

B A B V I 

PENGENDAL IAN NASKAH DINAS 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 66 

Pengendalkm Naskab D inas mel iput i kegiatan: 

a . pengendalian Naskab D inas masuk ; dan 

b. pengendalian Naskab D inas ke luar . 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskab D inas Masuk 

Pasa l 67 

Pengendalian Naskab D inas m a s u k sebagaimana d imaksud da l an 

Pasa l 66 b u r u f a d i l aksanakan mela lui tabaprm sebagai berikut: 

a . un i t ipenerima menindaklanjut i Naskab D inas yang diterims. 

dengan ca ra mengagendakan, mengklas i f ikas ikan sesuai dengan sifat 

surat , dan mendis t r ibus ikan ke un i t pengelola. 

b. un i t pengelola menindaklanjut i sesuai dengan k las i f ikas i Naskab D inas 

dan a raban p impinan; dan 

c. un i t ta ta u s a b a mengars ipkan Naskab D inas masuk . 

Bag ian Ketiga 

Pengendalian Naskab D inas Ke luar 

Pasa l 68 

(1) Pengendalian Naskab D inas ke luar sebagaimana d imaksuc 

da lam Pasa l 66 b u r u f b d i l aksanakan mekdui tabapan sebagai ber ikut: 

a . Naskab D inas ke luar yang telab ditandatangani oleb jjejabat yang 

berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleb un i t ta ta usab£. 

pada masing-masing un i t ker ja; dan 

b. Naskab D inas ke luar yang telab selesai diproses d iars ipkan pad£. 

unit ta ta u s a b a dan un i t pengelola. 

(2) Pengendalian Naskab D inas ke luar li:atas ins tans i pemerintab a tau 

p ibak luar d i l akukan sa tu p intu mela lui Sekretar iat Daerab. 

  

Un 

  

KABA 

  

    SEKD:   SA
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—
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(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 66 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 

a. pengendalian Naskah Dinas masuk, dan 

b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

Pasal 67 

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima 

dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat 

surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola. 

b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas 

dan arahan pimpinan, dan 

Cc. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk. 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

Pasal 68 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keliiar sebagaimaria dimaksud 

dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang diberi nomor, tanggal, dar stempel oleh unit tata usaha 

pada masing-masing unit kerja, dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada 

unit tata usaha dan unit pengelola. 

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau 

pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
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(3) U n t u k inempercepat penyampaian tu juan surat , dapat menambahkar 

tanda u n t u k perbat ian yang dis ingkat u.p. d i ikut i n a m a j aba tan yang 

menindaklan jut i d ibawab n a m a j aba tan ya.ng d i tu ju. 

(1) Menteri Da l am Negeri dan Kepala Arsip Nasional Republ ik Indonesig. 

sesua i kewenanggmnyan me lakukan j jembinaan dan pengawasar 

penyelenggaraan T a t a Naskab D inas di l ingkungan Pemerint£ib Daerab. 

(2) Wal i Kota me l akukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tat£. 

Naskab D inas di l ingkungan Pemerintab Kota Gorontalo. 

(3) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d imaksudkar . 

membantu da lam me l akukan pembinaan T a t a Naskab D inas dengar 

mengacu kepada Pera turan Wal i Kota Gorontalo. 

P e r a t u r a n Wal i K o t a i n i m u l a i b e r l a k u p a d a tanggal d i u n d a n g k a n . 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer intabkan pengundangan Peraturan 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam E.erita Daerab Kota Gorontalo. 

B A B V I I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 69 

B A B V I I I 

K E T E N T U A N P E N E T U P 

Pasa l 70 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 17 J u l ! 2023 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 17 J u l i 2023 

S E K R E T A R I S D A E KOTA GORONTALO 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .12. 
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(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan 

tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang 

menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 69 

(1) Menteri Dalam Negeri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

sesuai kewenangannyan melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata 

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan 

membantu dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas dengan 

mengacu kepada Peraturan Wali Kota Gorontalo. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 70 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

ada tanggal 17 Juli 2023 

WALIKOTA corona 

AP p 
ARTEN A. TAHA 

  

Diundangkan di Gorontalo 

  

    
  

  

  

pada tanggal 17 Juli 2023 

tag |(SEKRETARIS KOTA GORONTALO, 
KERI 

KABAG 
HUKUM 

  

    SEKDA   
£ ISMAW Mani» 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 12.       

 



LAMPIRAN 

PILRATURAN WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

TILNTANG 

PILDGMAN TATA NASKAH DINAS D I L INGKUNGAN PEF/IERINTAH 

KOTA GORONTALO 

SUSUNAN DAN B E N T U K NASKAH DINAS, KOP, S T E M P E L , AMF'LOP, MAP, 

PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMF'AHAN 

KEWENANGAN NASKAH DINAS 

I . S u s u n a n dan Ben tuk Naskah D inas 

A. Naskah D inas Penugasan 

1. S u r a t Per intah 

WALIKOTA GORONTALO 

SUR.'M PER INTAH 
NOMOR 

\.T 4&n 1 inrt ry ^ n o" iV 1C11 IXii U c\I 1 ̂  

Dasar : 1 : Dasar 
2 ; 

Memberi Per intah 

Kepada ; 1 : Kepada 
2 : 
3 : 
4. dan seterusnya. 

Untuk I : Un tuk 
2 : 
3 : 
4. dan seterusnya. 

Nama Tempat. Tanggal 

WAL IKOTA GORONTALO 

Nama 

  

LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA GORONTALO 

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, 

PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN 

KEWENANGAN NASKAH DINAS 

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 

A. Naskah Dinas Penugasan 

1. Surat Perintah 

  

  

SURAT PERINTAH 
NOMOR, semena Uweeensana 

Mengenbatg 5 an DAMWAL sni sana sm masam 

b. bahwa .......iiioeoeneeknknn ena f 

Dasar D2 mersnegensans vevepera maw sera seen . 
Di Menwa Ka enemnansah 

Memberi Perintah 

Kepada IK moveon ea memamna 
Di, mod mana aus 
ID. mike ea most ban 

Untuk NA kaan aeA NN ALA MMAENNNNNNNAENU MNN NAMA MARIA : 
  

  
AN Nan an NN Na NAN Na ata ANN ANN AA AA NATA PIN NTANANA : 

  4. dan seterusnya. 

  , Nama Tempat. Tanggal 

WALIKOTA GORONTALO       r
e
 

z 

    

  
  Nama    
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S u r a t Tugas 

E)asar 

Kepada 

L'ntuk 

WALIKOTA GORONTALO 

SURAT TUGAS 

NOMOR 

MEMERINT.'\HKAN': 

1. Nama 

Pangkat/gol 

NIP 

Jaba tan 

2. Nama 

Pangkat/gol 

NIP 

J a b a t a n 

1. 

2.. 

3.. 

Nama Tempat. Tanggal 

WAL I KOTA GORONTALO 

Nama 

2. Surat Tugas 

  

  

  

    
  

WALIKOTA GORONTALO 

SURAT TUGAS 

NOMOR session 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada : 1. Nama | sewaan ansaaken akan eKa sa 

Pangkat/8ol: ........i.iioooooooocoococo#WooooWoWoWo#W#Wom nana 

NP NN en NN Nun 

Jabatan SN AA AA AA AA ANT EN 

2. Nama 5 LANAN MANA NNANA SA LANANAN SEN NENANNNEN KAA NN Peranan 

Pe en ea at 

NIP AA AN AAN ANN 

Jabatan 3 PAI NAMA SMAN NANENSNAN SAENANeMKNNaNN penanananananaan 

Untuk Nan MEMANEN MOMEN NMR NAMA MEN MENNUMENERANNENASMOACANRA 

«NA PA EN AA 

da aan 

Nama Tempat. Tanggal 

WALI KOTA GORONTALO 

Nama 

        

UNT 
TERA 

ua 
AL 

4 

SEKDA 1   
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Sura t Pe i ja lanan D inas 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A N C J K A T D A E R A H = 
A/amat..... Nomor... Telp. Faks. Kode Pos : 

1-embar ke 

liCode No. 

l̂ Iomor 

SURAT PERJALANAN P D A S (SPD) 

1 Peiabat Pembuat Komitnien 
2 Nama/NIP Pegawai yeing 

melakseuiakan perjalanan dinas 
3 a. Pan$ikat dan Golonean 

b. Jabatan/Instansi 
c. Tingkat Biaya Perjaleinan Dinas 

(C J 

a. 
b. 
c. 

4 Maksud Perjalanan Dinas 
5 Aleit angkut yang dipergunakan 
6 a. Tempat berangkat 

b. Tempat Tujuan 
a. 
b. 

7 a. Lamanya Perjalanein Dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal liarus kembali/tiba di 

tempat baru *| 

a. 
b. 
c. 

8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Ketenmgan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

9 Pembebanan Anggaran 
a. Instemsi 
b. Akun 

a. 
b. 

10 Ke :erangem lain - lain 

*coret yjing tidak perlu Dikeluarkan di 

Tanggal 

Pejabat Pembuat Komitmen 

NIP 

  

      

3. Surat Perjalanan Dinas 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

  

Alarnat..... Nomor ... Telp. ...... Pemkab sana Kode Pos: ......i.... 

5 bb ( (  w 

Lembar ke ? ....oooooo.W oo... 

Kode No. ANN ena pes Aren gaen Nannun 

Nomor | Gene s AE NET 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

            

1 | Pejabat Pembuat Komitmen 

2 | Nama/NIP Pegawai yang 

melaksanakan perjalanan dinas 

3 la. Pangkat dan Golongan a. 

b. Jabatan/Instansi 

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas |c. 

4 | Maksud Perjalanan Dinas 

5 | Alat angkut yang dipergunakan 

6 |a. Tempat berangkat a. 

b. Tempat Tujuan b. 

7 |a. Lamanya Perjalanan Dinas a. 

b. Tanggal berangkat b. 

c. Tanggal harus kembali/tiba di |c. 

tempat baru ') 

8 (Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 

L, 

2, 

3. 

4. 

5. 

9 | Pembebanan Anggaran 

a. Instansi a. 

b. Akun b. 

10 | Kererangan lain - lain 

“coret yang tidak perlu Dikeluarkan di........... 

  

  

4 

sg 
(8
 j

as
 
|S
s 

T
T
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[. Berangkat dari 
(Tempat Kedudukan) 
Ke 
Pada Tanggal 
Keipala 

Nn> 
II. Tiba di 

F'ada Tanggal 
Flepala 

NIP 

Be rangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

m. Tiba di 
F'ada Tanggal 
Kepala 

NIP 

Be rangkat dari 
Ke 
F'ada Tanggal 
Kepala 

( 
Nn> 

I\ ' . Tiba di 
F'ada Tanggal 
Kepala 

NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

Nn> 
V. Tiba di 

F'ada Tanggal 
Flepala 

NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

I 
Nn> 

VI. Tiba di 
F'ada Tanggal 
Kepala 

NIP 

Telah diperiksa. dengan Iceterangan 
bahwa perjalanan terseb ut diatas 
benar dilakukan atas pei intahnya 
dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya. 

VII. Catatan Lain-Lain 
VIII. F'ERHATIAN: 

F'PK yang menerbxlkan SPD. pegawai yang melakukan perjalanan dinas. 
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba. serta bendahara 
piengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan peraturan 
Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat liesalahan. 
li:elalaian. dan kealpaannya. 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

( ) 

  

  

  

  

  

      
  

    
      

. Berangkatdan ”———- .......... 
(Tempat Kedudukan) 

Ke ANN senen 

Pada Tanggal”? L........ 
Kepala 

(eweoirenesmonssrss aa | 
NIP 

II. ' Tibadi 5 nenannnan Berangkat dai” ........... 
Fada Tanggah OI sesswwesis Ke Dewan 
kepala 5 seocoooocoo Pada Tanggal” .......... 

Kepala 

Lea PAN SNN en | 
NIP NIP 

IT. Tbad oo 5 mma Berangkat dani”... 
Fada Tanggal”? ........... Ke D nanananaaan 
kepala” ee Paia Tanggal 1 ........... 

Kepala 

(eos | (ecormnesenmnnsa menawan ) 

NIP NIP 
IV. Tibadi 5? nnataanaaa Berangkat dari 1 ........... 

Pada Tanggal 5 isssicoses Ke | mowenaawaa 
Kepaa 1 at. Paia Tangga” ........... 

Kepala 

jeena NN | 

NIP NIP 

Vs Tadi oreo Berangkat dan” .......... 
Pada Tanggal”: ............ Ke nana 

Kepala OX sowessvasw Paia Tanggal” .......... 
Kepala 

en mi an an Penata nnaaaan ) 
NIP NIP 

VI Tibadi senat. Telah diperiksa, dengan keterangan 
Pada Tanggal”: ............ bahwa perjalanan tersebut diatas 

kepala 5 arisan benar dilakukan atas perintahnya 
dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu Lan mma smaul anta, 

VII. | Catatan Lain-Lun 
VIII. | PERHATIAN: 

FPK yang menerbitkan SPD. pegawai yarig melakukan perjalanan dinas, 
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara 
pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan 
Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, 
kelaluan, dan kealpaannya. 
  

  

  

    S1
 
15
51
83
 

      

  

Pejabat Pembuat Komitmen, 
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B . Naskah Dinas Korespondensi In terna l 

1. Nota D inas 

P E M E R I N T A H K C ^ T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 
Alamat..... Nomor... Telp. Faks. Kode Pos : 

NOTA DINAS 

Yth. : 
Dari : 
Tembusan 
Tangjjal 
Nomor : 
Sifat : 
Lampiiran 
Hal : 

N ama Jabatan. 

Nama 
Pangkat / Golongan 
MP   

WN   
- 
  

calo 
  

ASISI EN 

            

  

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal 

1. Nota Dinas 

  

  

  

e Pa PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

K E — NAMA PERANGKAT DAERAH— 

Hama P Alamat..... Nomor... Telp. ........ PAS “sasiiinnnn Kode Pos 3 sa... 

AM aon ai 

NOTA DINAS 

Yth. Sya Senang ina an as SANA NB 

Dari | En Ba ab Sana 

Temkusan 2 Kerokan KN En KERANA “er ia Benua tan Ta AK Dion E Sa NAN EA Un erat Aa 

Tanggal Pnnnnnmnn nan naanaa ana aan aa anna pnnnnnnnnnannnnnaaanaan 

Nomor 2 eraneerKesnnamoamenwansananannsnsa Jaana nana penannnnnnnanknanaaanaa 

Sifat Banana NAN NAN nan aa nan ANN NAN Nan NN anna 

Lampiran Nenen LT eNuI CEN PO PES PAN SO MURNI OM rAn CASN PELAN MSN EN BAN OB nap SUN 

Hal anakan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat / Golongan 

NIP      
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Memo 

W A L I KOTA G O F O N T A L O 

MEMO 

Y t h . 

H a l 

Temp<it. Tanggal. Bulan dan 
Tahun 

W A L I KOTA GORONTAIX ) 

Nama 

    
  

  

    DA     Pm   

  

  

  

2. Memo 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMO 

Yth. nnnnanannnnnnannm nana 

Bak as BEk 

Tempat. Tanggal, Bulan dan 
Tahun 

WALI KOTA GORONTALO 

Nama      
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Disposis i 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A N G K A T D A E R A . H = 
Alamat..... Nomor... Telp. Faks. Kode Fos : 

L E M B A R D I S P O S I S I 

Suiat dari 

No. Surat 
Tgl. Surat : 

Hal 

Diterirna Tgl : 
No. Agenda : 
Sifat : 
• Sangat segera • Segera - ] Rahasia 

Dittjruskan kepada Sdr. 
• 
• 
Dan seterusnya 

Dengan hormat harap: 
•Tanggapan dan Saran 
•Proses lebih lanjut 
• Koordinasi / konfirmasikan 

Catatan: 

Nama Jabatan, 

(Paraf dan tang|;al) 

Nama 

      
  

35
 

8:
 

    5
 3. 5 —
   T
K
 

  
  

  

3. Disposisi 

  

   

    

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

  

LEMBAR DISPOSISI 

  

Surat dari : 

No. Surat : 

Tgl. Surat : 

Diterima Tgl : 

No. Agenda : 
Sifat 

L)Sangat segera U Segera |L) Rahasia 

  

Hal 

        
  

Diteruskan kepada Sdr.: 
.oooconcangunaana 

...orccansununana 

Dengan hormat harap: 
kemana UTanggapan dan Saran 

ten eat ana UProses lebih lanjut 

  ....o.or.rana 

OKoordinasi/ konfirmasikan 
o.ccccocanasuuanunan 

...ccoocarcanuanana 

  

Catatan : 

    Nama Jabatan, 

(Paraf dan tanggal) 

Nama 

  
   



Nask£ih D inas Korespondensi E k s t e m a l 

Sura l : D inas 

Contoh Format S u r a t D inas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

WALI KOTA GORONTALO 

T<jmpat. Tanggal. Bulan dan Tahun 

Nomor 
Sifat 
Lampiran: 
Hal 

Yth. 

di 

Gubernur 

Nama 

Jaisin Nomor Proi-ins: Kode Pos 
TeteponO } Falaimile Pos-el L<un!ua 

  

-8- 

4. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal 

Surat Dinas 

Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

  

  

  

  

  

WALI KOTA GORONTALO 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nomor 

Sifat : 

Lampiran : 
Hal : 

NA Nan na ana 

di 

Pakam ea sana nee samaan AN NIA AI NA 

Gubernur .........., 

Nama 

Jalan. ii... Nomor L....iii Provinsi L............. Kode Pos....... 

Telepon (O......) ..cocoooooo Faxsmule........... Pos-el........... Laman oo   
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Contoh Format S u r a t D inas Perangkat Daerah 

uirr 

HAG 
HUUM 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 
Alamat..... Nomor... Telp. Faks. Kode Pos : 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hel 

Yth. 

di 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan 

Nama 
Pangkat / Golongtin 

se:da 

-9- 

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

  

    
    

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

Tahun 

   

   

#o0ccocasunuunenuananaaeneananuanuauananaannaaa 

Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP     

  

-
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D. Naskah D inas K h u s u s 

1. I n s t r u k s i 

WALI KOTA G0R014TAL0 

INSTRUKSI WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 

TENTANG 

WALI KOTA GORONTALO 

Dalam rangka 

dengan ini menginstruksikan: 

Kepada : 1 

2 
3 
4 

Untuk 

KESATU : 

KEDUA : 

KETIGA : dan seterusnya: 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggail ditetapkan 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

WALI KOTA GORONTALO 

Nimia 

    

5 5
5!

 

  

  

            

  

« TOs 

D. Naskah Dinas Khusus 

1. Instruksi 

  

  

WALI KOTA GORONTALO 

INSTRUKSI WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR svirceisn siasosns 

TENTANG 

socvocungsunnnnanaeannnuen anu neanau nanas anu ananaanan ana 

Kec o0enutennnnnenkenenenennnannannknunananana naa kana nenen aanne kanan conan anakan kenakan anna ne nan engan nana an an an arena 

Kepada NG LAMP EMENNEMENNTLNNANNBEN RANK 

D Gemes maa 

Ii masakan 

Asman mana 

Untuk 

KESATU AMAN PMANNNENLEAMAMNNLANAANMANNNNNNTATANANKENTNMNMAKNAN ANN KAA 

KEDUA | Wook 

KETIGA : dan seterusnya: 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan: di sscocoocoooco.. 

pada Tanggal sec 

WALI KOTA GORONTALO 

Nama      



WALI KOTA GOl^ONTALO 

Yth. 1 
2 

3. dan setenisnya 

SURAT EDAFAN 

NOMOR TAHUN 

TENTANG 

Ditetapkan di 
pa da tanggal 

WALI KOTA GORONTALO 

Ntima 

-Ti- 

  

    
    
  

H
3
 

      

  

#occoioccennnenenanaan akan kanan anna kr eannan 

3. dan seterusnya 

SURAT EDARAN 

NOMOR ...... TAHUN 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

so. ocomocannnaannannnan 

#occonuaneanenannaanana nana 

WALI KOTA GORONTALO 

Nama 
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3. S u r a t K u a s a 

WALI KOTA GOFIONTALO 

SURAT KUASA 
Nomor 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

nama : 
jabatein : 
alamat 

memberi kuasa kepada 

nama : 
jabatan : 
alamat : 

untuk 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagmmana 
mestinya. 

Tempat, Tanggal. Bulan dan Tahun 
Penerima Kuasa. Pemberi Kuasa. 

Nama Jabatan. WaU Kota Goronlalo 

materai 

Nama Neuna 
Pangkat 
NTP   

ag Ni Dir 

3. Surat Kuasa 

  

    
  

WALI KOTA GORONTALO 

SURAT KUASA 

Surat Kuasa ini dibuat untuk diperginakan sebagaimana 

mestinya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

  

      

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, 

Nama Jabatan. Wali Kota Gorontalo 

materai 

Nama Nama 

Pangkat 

NIP 
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4. Beri ta Acara 

WALI KOTA GO RONTALO 

BERITA ACARA 

NOMOR: 

Pada hari ini tangged bulan tahun kami 
masing-masing: 
1 yzmg selzuijutnya 

disebut Pihak Pertama (memuat nama. NIP. 
pangkat/golongan. jabatem dan alamati 

2 selanjutnya disebut 
Piheik Kedua. telah melaksanakein 

3 
4. dan seterusnya. 

Berita Acara ini dibuat dengan s esungguhnya dalam rangkap 
untuk dipergunakan sebagtdmana mestinya. 

Dibuat di 
Pihak Kedua Pihak Pertama 

Wali Kota Gorontalo 

Nama Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Mengeieihui/Mengesahkan 
Neima Jabatan. 

Nama 
Psmgkiit /Golongan 
NIP 

29 

4. Berita Acara 

  

  
  

WALI KOTA GORONTALO 

BERITA ACARA 

NOMOR 5 aiscinen 

Pada hari ini, ....... tanggal ..... bulan ....... tahun ....... kami 

masing-masing: 

1, memesan kanan yang selanjutnya 

disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, 

pangkat/golongan. jabatan dan alamat) 

RD) ssiwawineeeonenanisnasensnsaw samaan selanjutnya disebut 

Pihak Kedua. telah melaksanakan 

4. dan seterusnya. 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 

Lian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dibuat di... 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Wali Kota Gorontalo 

Nama Nama 

Pangkat / Golongan 

NIP 

Mengetahui/ Mengesahkan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat / Golongan 

NIP 
  

    
  

P
A
 

  

          

0
 E 
H
a
n
a
s
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5. S u r a t Keterangan 

WALI KOTA GORONTALO 

S U R A T K E T E R A N G A N 

N O M O R 

Y a n g berteinda t a n g a n d i b a w a h i n i : 

ne ima : 
j a b a t a n : G u b e r n u r 

d e n g a n i n i m e n e r a n g k a n b a h wa: 

n a m a : 
NIP : 
pe ingkat/golongan : 
j a b a t a n : 
d a n s e t e r u s n y a 

Tempat, Tanggal, Bu l an . d an 
T a h u n 

Wali Kota Gorontsdo 

N a m a   

-14- 

5. Surat Keterangan 

  

  
  

WALI KOTA GORONTALO 

SURAT KETERANGAN 

nama PMA 

jabatan  GUDEDUE ear 

dengan ini menerangkan bahwa: 

nama S menenavennoseonneonoanesevenearansoransenene ena rena sonanenane 

NIP Daan 

pangkat/ SOlONgAN | sanam mama 

jabatan 1 kasam NE AE AE 

dan seterusnya 

sewosececonusanasosenuaasenasaKesaau ana saneanaanananau sana asasusanaanuanasanaan 

sococococ.oocccocococacananasasanssanangan Kanaan nana ngan sauna ana naaananusana naa 

Tempat, Tanggal, Bialan, dan 
Tahun 

Wali Kota Gorontalo 

  

  

  

    

  

    8
3
-
3
5
 

84
 

  4       
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6. S u r a t Pengantar 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

^'^w!m0 = N A M A P E R A N G K A T D A E F L A H = 
^^^^^ Alamat..... Nomor... Telp Faks. Kode Pos • 

Tempat, Tanggzil. Bulan dan Tahun 

Yth 

di 

SURAT PENGAMAR 

NOMOR : 

No. 
Naskah Dinas/Barang 

yeing Dikirimkem 
Eianyaknya Keterangan 

Diterirna tanggal 
Penerima 
N«ima Jabatan. 

Nama 
Pangkat / Golongtm 
NIP 

Nomor telepon 

Pengiriro 
Nama Jabatan. 

Nama 
Pangka t / G olongan 
NIP 

-15- 

6. Surat Pengantar 

  

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

Alamat..... Nomor. Tp. L... Pak. scan. Kode Pos " 

  

    

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun | 

  

  

          
  

Yth seen ananms 

di 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR 5: wesssowerasess0 

Naskah Dinas/ Barang . 
No. NN Fanyaknya Keterangan 

yang Dikirimkan 

Diterima tanggal................. 

Penerima Pengirirn 

Nama Jabatan. Nama Jabatan. 

Nama Nama 

Pangkat/ Golongan Pangkat/ Golongan 

NIP NIP 

Nomor telepon ............   
  

    

-
 

  

2D 

  

    8 DA         
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7. Pengumuman 

WALI KOTA GORONTALO 

PENGUMUMAN 

N O M O R : 

TENTANG 

Dike luarkan di 
Pada Tanggal 

Wali Kota GorontaJ.o 

Nama     
Uu! 

    

  

N
 

    BG 
s
e
n
a
 

        

  

- 16 - 

7. Pengumuman 

  

  

WALI KOTA GORONTALO 

PENGUMUMAN 

NOMOR : sanansannattaan 

TENTANG 

Dikeluarkan di... 

Pada Tanggal.................. 

Wali Kota Gorontalo 

Nama   
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8. Laporan 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A t N G K A T D A E F L A H = 
Alamat..... Nomor... Telp. Faks. Kode Pos • 

LAPOFAN 

TENTANG 

A. Pendaihuluan 

1. Umum/latar belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan 

C. Hasil yang dicapai 

D. Kesimpulan dan Saran 

E. Penutup 

Dibuat di 
Pada tanggal 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP 

  

  

  

      S
I
N
 

A
A
—
 

      

8. Laporan 

— 1 - 

  

  

   

    

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

LAPOFAN 

TENTANG | 

Pendahuluan 

1. Umumj/latar belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

. Kegiatan yang dilaksanakan | 

'. Hasil yang dicapai 

. Kesimpulan dan Saran 

Penutup 

Nama Jabatan, 

Nama 
Pangkat / Golongan 
NIP 
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9. Telat ihan Sta f 

P E M E R I N T A H K O T A GORONTALO 
= NAMA PERAIVGKAT DAER.\H = 

Alamat..... Nomor... Telp. Faks. Koch Pos : 

TELAAHAN STAF 

Yth. : 

Dari : 

Tanggal : 

Nomor : 

L' lmpiran : 

Hal : 

I . Persoalaii 
Bagian persoalan memuat pemyataan singkat dan jelas tentang persoalen yang akan 
dipecalikan 

I I . Praanggapan 
Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan 
sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa 
mendatang 

I I I . Fakta yang mempengamhi 
Bagian fakta yang mempenganilu memuat fakta yang mempakan landasan analisis dan 
pemecalian persoalan. 

IV. Analisis 
Bagian ini memuat analisis pengamh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta 
akibatnya, hambatan serta keiuitungan dan kemgiannya, serta pemecahan atau cara 
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan 

\'. Simpulan 
Bagian simpulan memuat intisan hasil diskusi lian pilihan dan satu cara bertindak atau 
jalan keluar sebagai pemecalian persoalan yang dihadapi. 

\a. Saran 
Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran Tindakan unmk mengatasi 
persoalan yang dihadapi. 

N a m a J a b a t a n . 

N a m a 
Pangkat/Go lon .gan 
NIP 

  

UNI) 

      

L
A
 

  Ar
aE
 

        

  

-18- 

9. Telaahan Staf 

  

  

  

IL. 

  
1. 

IV. 

Tenggat 5 wawan Banana Maa aa 

Nomor ine Na ana BS RON KKN 

Lampiran : so. BEN MA MNKAE RAMAN MAKNA TNELANN bean MN RANaA 

Hal #...u...u.unun C.ccurucnuununaununnuanaununaana #...c.uuuuxauna . #..u..u.u. Cegeunanunuana 's...uuana 

Il. “Persoalan 

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan 

dipecahkan 

Praanggapan 
Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan 

sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa 
mendatang 

Fakta yang mempengaruhi 
Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan 

pemecahan persoalan. 

Analisis 
Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta 

akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara 
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan 

Simpulan 
Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau 
jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 

. Saran 

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran Tindakan untuk mengatasi 
persoalan yang dihadapi. 

Nama Jabatan. 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP    
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No tu la 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R i k N G K A T D A E F L A H = 
A/amat..... /S/omor ... Telp. Faks Kode Pos ' 

NOTULA 

Sidang/Rapat 

Hari/Tanggal 

Surat Undangan 

Waktu Sidang/Rapat 

Acara : 1 

2 . dan setiirusnya 

Pimpinan Sidang/Rapat 

Ketua 

Sekretaris 

Pencatat 

Peserta sidang/rapat 1 

2 . dan seterusnya. 

Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan 
sidang/rapat) 

Pimpinan Sidang/Rapat 
Nama Jabatan. 

Nama 
Pangkat/ Golc ngan 
NIP 

    

Er
 

    

  

2
3
 

    8 -     

  

10. Notula 

-19- 

  

  

   
   
   

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

Alamat..... Nomor... Telp an. PAKS. nc. Kode Pos "nc... 

Sidang/Rapat INA BENERAN ERA PEN TELAATA AAN KEL RN DEL BTA Ka 

Hari/Tanggal oo cowococoomenennnnnnnnnnannananananannnnnnaaaan . 

Surat Undangan 

Waktu Sidang/Rapat 

Acara 1 

2. dan seterusnya. 

Pimpinan Sidang/Rapat 

Ketua naa Ana ea an an NN Can uan ana 

Sekretaris 

Pencatat 

Peserta sidang/rapat : L................ ena TES 

2. dan seterusnya. 

Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan 

sidang/rapat)................i.ioooooooocococoWcocooooooooWo.Wo”WoW nana anaaana 

Pimpinan Sidang/ Rapat 

Nama Jabatan. 

Nama 

Pangkat/ Golcngan 

NIP 
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S u r a t Undangan 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A N G K A T D A E R A H = 
AJamat..... Nomor ... Telp. Faks. Kode Pos : 

Tempat. Tanggal, Bulan <lan Tahun 

Nomor : 
Sifat : 
Lampirein 
Hal : Undangan 

Yth 

di 

hari/tangg2il 
waktu 
tempat 
acara 

Nama Jabatan. 

Nama 
Pangkat / Golongan 
NIP 

  

gg
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11. Surat Undangan 

  

   
   

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

p0comoocoocerannenunaan anna n ea neaanann aan nan an susunan naa eanananana naat an aan eun ana u ena an ann an aanan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 
  

  

  

5 

A.A
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12. Su ra t Pemyataan Me laksanakan Tugas 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R 4 J N G K A T D A E R A H = 
Alamat..... Nomor... Telp. Faks. Kode Pos : 

SURAT PERNYATAAK MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR 

Yang berteinda temgan dibawah ini: 
Nama ; 
NIP : 
Peingkat/Golongan : 
Jabatan : 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya beihwa: 
Nama : 
NIP : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan : 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor 
Tahun tenteing terhitung 

teleih nvata menjalankein tugas. sebagai 
di " 

Demikian surat pemyataan melaksanakem tugas ini saya buat 
dengem sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai 
negeri sipil devn apabila dikemudian hari isi surat peray.ttaan ini 
temyata tidak beneir .vang berakibat kerugiem beigi negara, a.eika saya 
bersedia menanggung kerugian tersebut, 

lempat. Tanggal. Bulan dem Tahun 

Nama Jabatan. 

N'ama 
Pemgkat/ Golongem 
NIP 

-21- 

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 

  

  

  

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

Alamat..... Nomor ... Telp. ........ PAKS, san. Kode POS» ......i.i... 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR ........... 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama Aina aan NN PALU NAN BAN PN TNN KE NTUNNN 
NIP Isra tian nana 
Pangkat/ Golonget. | some 
Jabatan 3 Laibknn anna esa Tan Ten aN enkaba AT keran en RENA ta Kan Reina 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
Nama | naa NENEK 
NIP P LenenetoKa pan KAKI RAN Ar ena R NE PN SENAR KKN SAN UR RENT RN EM 

Pangkat/Golongan : ......iiiidecooco.Woooowee esa 
Jabatan | moon maw kana 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan .............Je.ooWo.Woo Nomor 
Kenanddansanrs Tahun see TENTANG Larsson, terhitung 

KASN NARIK PENAMAAN NA telah nyata menjalankan tugas. sebagai 

nana un nan panganan Oa NN ana An ANN ANN ANN Kanan LAN La NN apa na Manan sean ga nrunan aan 

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / pegawai 

negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini 

ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya 

bersedia menanggung kerugian tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dian Tahun 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

  

    
    

2e 
(B
a 

N
K
 

  

T
g
 

    8     
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13. Su ra t Panggilan 

WALI KOTA GORONTALO 

Tempat. Tanggal, Bulan dem Tahun 

Nomor 
Sifat : 
Lampiran : 
Hal : Panggilan 

Yth 

di 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor 
, pada: 

hari : 
temgged : 
pukul : 
tempat : 
menghadap 
kepada : 
alamat : 
untuk : 

Demikian untuk dileiksanakan dan menjadi 
perhatian sepenuhnya. 

Wali Kota Gorontalo 

Neima 

    
  

  

      L
N
G
 
-
A
A
—
 

      

  

599 - 

13. Surat Panggilan 

  

  

WALI KOTA GORONTALO 

Tempat. Tanggal, Bulan dan Tahun 

  
serscannenan anak erana kaka nasa kanan 

HL aaNa PAN an ea ASI NAS MEN AA naa ERA MEMANEN BM pada 

hari | abaya na nun uihka 

tanggal Ina mana 

pukul | aan engan BRO 

tempat | savana Kanaan ER Naa 

menghadap 

kepada | enek enakan 

alamat 1 amnesia aras 

untuk N Kana ap ON OT NNA TEKAN SNN RUN KUN LAN FS SKM aa BNN ANU 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi 

perhatian sepenuhnya. 

Wali Kota Gorontalo 

Nama   
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14. Su ra t Iz in 

WALI KOTA GORONTALO 

SURAT IZ IN 

NOMOR 

TENTANG 

Dasar : a. 

b 

MEMBERI IZIN: 

Kepada 
Nama 
Jabatan ; 

Alamat 
Untuk : 

Ditetapkan di 
pada tangged 

Wali Kota Gorontalo 

Nama 

  

    
  

2 (
3
2
 

| s
a 

    8       
  

  

2 D3 

14. Surat Izin 

  

WALI KOTA GORONTALO 

SURAT LIN 

NOMOR ... 

TENTANG 

Dasar DIAL mnnmsimemesne 

MEMBERI IZIN: 

Kepada 

Pai aa Mn aan aan aan naa pan aunan ana 

Jabatan See ae NN MAN San ME MAN Ta 

Alamat 

Untuk 

Ditetapkan di .....ooooorooooo - 

pada tanggal »..o.o.o.o... 

Wali Kota Gorontalo 

Nama     
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Contoh Format S u r a t D inas Perangkat Daerah 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A N G K A T D A E F L A H = 
Alamat Nomor ... Telp. Faks. kode Pos 

SURAT IZIN 

NOMOR: 

TENTANG 

Dasar : a. Dasar 

b. 

c. djin seterusnya 

MEMBEFJ IZIN 
Kepada 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Untuk Untuk 

^ l T a* ^̂ K̂ a^ ¥ a^ a^ a —» — 

Nama Jabatan , 

Nama 
Pangkat / Golongan 
NIP 

  

3g
 

    
  

    SEKDA       

  

  

- Dika 

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

   

    

c. dan seterusnya 

MEMBETFI ZIN 
Kepada 

Nama ana Saskia 

JADBIAN: sae engsu ena 

Alamat :..... Pangean menewaskan cersnennasnyaan 

Ya Persamaan 

Nama Jabatan ..............., 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP      
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15. Lembaran Daeraih 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

= N A M A P E R A L N G K A T D A E B A H = 
Alamat Nomor ... Telp. Faks. Kode Pos : 

LEMBARAN DAERAH 

Nomor Tahun Seri.... Nomor 

PERATURAN DAERAH 

Nomor: 

TENTANG 

Diundangkan dalam lembaran daerah 

Nomor .... Tahun 

Seri 

Tanggal 

Sekretaris Daereih 

Nama   

- 25 - 

15. Lembaran Daerah 

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

   

    

s.oucansannanaan 

Nomor ...... Tati ma Seri .... Nomor ........... 

Ma aan RR ma An Ran RAR RAR RA ARA RAR ARA RR ERA RAN RAR ARA ARA na mna an an RAR An Ran an kenamaan en aan et 

Maan en RnR AAA RARE RAR RR RA AR RR RAR RR Ren aan an Rama Rena an on kanan aa menata aan kana 

Mena aan RA RA ROA RR RAR RR RR RA ORA an ane anna Ran nana nan nona 

puncccocoororanuuunannasunasananna 

Nomor .... Tahun ...... 

Seri na 

Tn ma 

Sekretaris Daerah .............., 

Nama   
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16. Ber i ta Daerah 

P E M E R I N T A H K i O T A G O R O N T A L L O 

= N A M A P E R A P ^ G K A T D A E R A H = 
Aiamat..... Nomor... Telp. Faks. Kode f^s : 

BERITA DAERAH 

Nomor Tahun Seri ... Nomor 

?ER.4TUR.\N KEP.AIA DAERAH . ./KEPUrUSAK KEPALA DAERYH .. 

Nomor : 

TENTANG 

Diundanglian dalam lembaran dae:rah 

Nomor Tahun 

Sen 

Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Nama 

- 26 - 

16. Berita Daerah 

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

— NAMA PERANGKAT DAERAH — 

Alamat... Nomor ... Telp. 0... Faks. Li... Kode Pos»... 

aa 

BERITA DAERAH ............... 

  

  

Nomor ..... Tahun....... . Seri ... Nomor ......... 

PERATURAN KEPALA DAERAH .../KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ..... 

Nomor :........... 

TENTANG 

Diundangkan dalam lembaran daerah... 

Nomor ....... Tahun ........ 

Seri 

Selxetaris Daerah..........., 

Nama     
  

  

  

  
  

Ur 
ml (H 

KABAG) | 

ASISTEN 
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17. Rekomendasi 

WALI KOTA GORONTALO 
REKOMEND.ASI 

NOMOR 

a. Dasar : 
b. Menimbang : 

Gubernur , meraberikan rekomendasi kepada : 
a. Nama/Obyek : 
b. Jabatem/Tempat/Identitas : 

Untuk : 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seper .unya 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Wali Kota Gorontalo 

Nama   

- AT - 

17. Rekomendasi 

  

  
  

WALI KOTA GORONTALO 

REKOMENDASI iss sin senam 

NOMOR oo... ema 

a. Dasar en an AN ea ners 

b. MeniMbang : s.d. Wm ocean enam annnennana aan 

Grubernut.oo.mo. , memberikan rekomendasi kepada : 

a. Nama/ Obyek  Senyysnnna Wamena BNN NA REA GENAP 

b. Jabatan/ Tempat Iderititas' memanas 

secenenenenenaann ken nn akan aanan nan kanan ana naa Naa nana aa RAN KARENA ANN MAKAN AN ARA RA KR KANAN ANA Naa an 

snnnaunannennsennen an anannan anna uan nanas aa ana nanananan uan nana na sana nana sean aan nana ananda nana anna 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seper.unya 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Wali Kota Gorontalo 

Nama     

  

  

  Ar
a 

    SEKDH   e
a
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18. Radiogram 

WALI KOTA GORONTALO 
FORMULIR BlsRITA 

Registxasi No : 

PANGGILAN J E N I S NOMOR DERAJAT 

DARI : 

UNTUK : 

TEMBUSAN 

KLASIFIK.4SI : S E G E R A 
Nomor : 

KMA 

TTK DUA 
AAA TTK 

TTK KMA 
E B B TTK 

TTK KMA 
C C C TTK DUM TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan 

Pengirim : 

Piama 

Tanda tangan 

No. Kode 
Waktu Lalu Paraf 

Operator 

Pengirim : 

Piama 

Tanda tangan 

No. Kode 
Terima Kirim Lintas 

Paraf 
Operator 

Pengirim : 

Piama 

Tanda tangan 

    
  

  

4 |
Sz
|a
3 

T
A
X
 

A 

  

8         

  

- 28 - 

18. Radiogram 

  

  

  

  

        

    

  

  

    

WALI KOTA GORONTALO | 

FORMULIR BIERITA | 

Registrasi No : ......... 

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT 

DARI Poonam ANA 

UNTUK I) Janam Rraniaan Daan tara Aa AN aan naa SN ndenn En ASaN ramnaK Untan 

TEMBUSAN Ke ee anak 

KLASIFIKASI : SEGERA 

Nomor | Pen haanamawsa Pan neN anak | 

MANA ATT ATA PANEN ANE KEY NO NA KARENA PIN KM. rorroverowe 

Ian na asn AANG SAN Ainan aa SAN EK Ebl KENA N MAWAR EENN SARAN RG SN TTK DUA 

AAA TTK osn an mana 

kn Ran TTK KMA 

BBB TIK oren nun namanya 

MO aa as TTK KMA 

CCC TIK DUM TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan....... 

No.Kode Waktu Laha Paraf 

| Terima| Kirim | Lintas | Operator 

Fengirim 

Nama : | 

Tanda tangan 
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19. S u r a t T a n d a Tamat Pendid ikan dan Pe lat ihan (STTPP) 

IW 
EPJ, 

ma 
HUM 

ASISIEN 

SEEA 

.A 

G U B E R N U R 

SUR.AT T.ANDA TAiMAT PENDIDIKLAN D A N P E L A T I H A N 

Nomor 

G u b e r n u r B e r d a s a r k a n d a n k e t e n t u a n - k e t e n t u a n n v a m e n y a t a k a n b a h w a : 

N a m a 
Tempat/Tangga l l ah i r 
NIP/NRP 
Pangkat/Go l . R u a n g 
J a b a t a n 
I n s t ans i 
Kua l i f ikas i 

Pas foto 4 x 6 
000000000/0000 

L U L U S 
Pada Pend id ikan dan Pe lat ihan Provins i y ang d ise lenggarakan oleh B a d a n Pend id ikan 
d a n Pe la t ihan Provins i di dar i tanggal s a m p a i dengan yang mel iput i 

Tempat . Tanggal . B u l a n d an T a h u n 
G u b e r n u r 

N a m a 

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

  

  

  

  

      
  

          

  

GUBERNUR sisi 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

NONIOT ordo east Matra wanna 

Gubernur.......... BE GASAN KAN nian omnan oeenena ke banmemaa daan kna dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : 

KANAN MAKAN AT MEMINTA KAN NA EN ANNAKR Aa KAT RN MAMA KAN RS ANEUK KAN KAA 

| Tempat/Tanggal Jahit 3 ceme Jemweensumasan 

UT h NIP/NRP : 000000000/0000 

Bs Pas foto 4 x 6 Pangkat/Gol. Ruang —— : oom Pennnnnnnanannanaaana 

IARG Jabatan ea aan 

HUKUM Bea enam pet aAaat amber ena SA PAS DE ARA ANN MENONTON NISN 
1 Kualifikasi 0 aan anna aan 

ASISTEN 

| | LULUS 

Ho Pada Pendidikan dan Pelatihan .................... PIN DS ea vang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Provinsi di............ dari tanggal........ sampai dengan ......... yang Meliputi |...   Tempat. Tanggal. Bulan dan Tahun 

Gubernur 

Nama 
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Bagian Belalcang STTPP 

AGENDA PEMBELAJAR-AN 

T E M A 

Umum (ditentukan Badan Diklat) 

Khusus (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat) 

m 
mk 

im 
HUM I ASISIHN 

SEKDA V 

Tempat. Tanggal. Bu lan . dan Tahun 
Kepala 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP^ 

- 30 - 

  

Bagian Belakang STTPP 

  

  

  

  

  

e
k
a
,
 

—
—
 

          

AGENDA PEMBELAJARAN 

TEMA 

Umum : (ditentukan Badar: Dildat) sun wc swwma anna RE B 

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat!) 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 
KEBIG rokimnt ia naek aamEaanmarereraea 

Nama 
Pangkat / Golongan 

NIP 
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20. Sertifikfit 

WALI KOTA GOFIONTALO 

S E R T I F I K A T 
Nomor : 

D i b e r i k a n kfspada 

N a m a : 

N I P 

I n s t a n s i ; 

S e b a g a i / A t a s p a r t i s i p a s i n y a d a l a m y a n g 
d i s e l e n g g a r a k a n o l eh . . . da r i . . . t angga l s . d . . . . be rcempat d i 

T e m p a t , T angga l , B u l a n d a n T a h u n 

Wali Kota Gorontalo 

N a m a 

20. Sertifikat 

- 31 - 

  

WALI KOTA GORONTALO 

SERTIFIKAT 
NO: an Mo Ta una 

Nama 

NIP 

Instansi : 

Sebagai/ Atas 

diselenggarakan 
su... 

    
    

  

4 
(3
z|
gs
 

    8       

  

Diberikan kjpada 

partisipasinya dalam sk yang 
oleh...dari...tanggal........ s.d. ...bertempat di 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Wali Kota Gorontalo 

 



2 1 . Piagam 
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WALI KOTA GORONTALO 

PIAGAM PENGHARGAAN 
Nomor: 

WALI KOTA GORONTALO Dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nama : 

Tempat/Tanggal lahir : 

NIP/NRP : 

Jabatan : 

Instansi : 

Tempat, Tanggal. Bulan dan Tahun 

V^ali Kota Gorontalo 

Niima 

3D - 

21. Piagam 

  

  

WALI KOTA GORONTALO 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor: 

WALI KOTA GORONTALO Dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

sec oocoonunannannnnannananaa nana nana ana na nan ana naa ana nnn ana Nama 

NIP/NRP Dana aa aan anna nana 

. 
seocoocococoocanaanuananannkanananann nana aan aanan an anna nan anana Jabatan 

Instansi 

#0ccoooocarunnnanananananan anna nan nnka rana nnanaaa kanan nana naa nan nana anna an ana na an an ana an anna nana anna 

"00coonnntnenneneunanan ee nenenenan anak n near anan nana nananaa enka nan ke kene a na naa na akan ana ana ea nana na nan 

s000oococenangenenaanan ee na kareena neraka nana arena na kanan kekanan nana 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Wali Kota Gorontalo 

Nama     
  

  

UNI 
TERI   
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Kop 

A. Kop Naskah D inas j aha t an 

Kop Na s k a h D inas j aha t an menggunakan 

a. lamhang negara he rwama kun ing emas u k u r a n 2,5 cm simetr is |di 

hav/ahnya her tu l i skan Kepala Daerah, dengan h u r u f 12, ddn 

di tempatkan di hagian tengah atas u n t u k Naskah Dineis Pengaturan 

dan Penetapan. 

h. lanihang negara h e r w a m a kun ing emas u k u r a n 2,5 cm simetr is ^ i 

hav/ahnya her tu l i skan Kepala Daen ih a t au Wak i l Ketpala Daerah , 

der.gan h u r u f 12, dan di tempatkan dibagian tengah atas, serta a lamat 

yang dilengkapi dengan n a m a kahupaten/kota dan n a m a provinsi , 

nomor telepon, nomor faksimile, lamtm, pos-el, dan kode pos dengAn 

menggunakan h u r u f a r i a l h e rukuran 10 di tempatkan di hagian t e n g ^ 

hav/ah u n t u k n a s k a h d inas selain Naskah D inas Pengaturan d^n 

Penetapan. 

c. da lam h a l n a s k a h d inas yang ditandatangani oleh Sekretar is D a e r i h 

a tas n a m a Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah D inas yang 

memuat Lamhang Negara herwarna kun ing emas dan tu l i san Nama 
j 

Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada hagian tengah a tas secajra 

simetris. 

Contoh Kop Naskah D inas j aha tan Kepala Daerah 

WALI KOTA GCiRONTALO 

Jalan Nani Wartabone Nomor 04 Telp. (0435} 821012 Faks. 830412 Kode Pos : 96111 

Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 

  

      
  

2 
|(2

E| 
ga 

      Te
 

, 
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Kop 

A. Kop Naskah Dinas jabatan 

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan: 

a. lambang negara berwarna kuning ernas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan 

ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan 

dan Penetapan. | 

lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, 

der.gan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat 

yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, 

nornor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan 

menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah 

bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan 

Peretapan. 

dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang 

memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama 

Peraerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas "era 

simetris. 

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah 

  

  
  

WALI KOTA GORONTALO 

Jalan Nani Wartabone Nomor 04 Telp. (0435) 821012 Faks. 830412 Kode Pos : 96111 

Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 
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B . Kop Naskah D inas Perangkat Daerah 

a. Perhandingan h u r u f pada kop Naskah D inas an ta ra tu l i san nanlia 

Pemerintah Daerah dan tu l i san n a m a Perangkat Ciaerah adalah 

3:4 menggunakan h u r u f Arial . 

h. Penul isan n a m a Perangkat Daerah di tehalkan (hold). 

Contoh Kop Naskah D inas Perangkat Daerah 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jln. Nani Wartabone No. 04 Telp. (0435) 821012 Faks. 830412 Kod? Pos ; 96111 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Jln. 23 Januari No. 184 Telp. (0435) 821073 Faks 821073 Kode Pos : 96111 

PEMERINTAH K O T A G O R O N T A L O 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Jln. Rajawali No. 16 Telp. (0435) 830669 Faks. - Kode Pos . 96114 

B 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
KECAMATAN KOTA TENGAH 

Jln. Madura No. 04 Telp. (0435) 831259 Faks. - Kode Pos : 96127 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
KECAMATAN KOTA TENGAH 
KELURAHAN PULUBALA 

Jln. Selayar No. 86 Telp. (0435) 830286 Faks. - Kode Pos : 96127 

  

  

  

  

            

2 3s 

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama 

Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 

3:4 menggunakan huruf Arial. 

b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold). 

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 
"8 Jin. Nani Wartabone No. 04 Telp. (0435) 821012 Faks. 830412 Kode Pos : 96111 

— 

  

     

  

   
PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

' BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Jin. 23 Januari No. 184 Telp. (0435) 821073 Faks. 821073 Kode Pos : 96111 

 —     

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Jin. Rajawali No. 16 Telp. (0435) 830669 Faks. - Kode Pos. 96114 

Sa   
  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TENGAH 

Jin. Madura No. 04 Telp. (0435) 831259 Faks. - Kode Pos : 96127 
. “mam nnanan an anna enno nnnnn nuammona 

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
KECAMATAN KOTA TENGAH 
KELURAHAN PULUBALA 

Jin. Selayar No. 86 Telp. (0435) 830286 Faks. - Kode Pos : 96127 
He 2 on 
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PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
PUSKESMAS KOTA UTARA 

M Ir Hi Jpgi^Q^lDah f<elurphmWPm'l^MBarat ^^^^ Kota Uta^a 
Kota Gorontalo Telp (0435) 823062 Kode Pos 96122 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 'f'P^ 
SMP NEGER11 GORONTALO 

Jl Jaksa Agung ^.ppTMPfp No 1 f<igl UrppM UII (((pp. Kota Selatan Kota Gorontalo Kode Pos 96115 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SDN No. 77 KOTA TENGAH 
Jln Sulawesi No 21 Kpl D.ulalqwg Kec Kota Tengah Kota Gorontalo Kode Pos 96127 

S u s u n a n d a n b e n t u k N a s k a h D i n a s d a p a t d i t a r n h a h k a n 

a t r i h u t t e r t e n t u 

C o n t o l i P e n g g u n a a n Logo G E R M A S 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
DINAS KESEHATAN 

GERMAS 
Jl. JmqMia Malik No 52 Telp (0435) 830286 - Kode Pos 96138 

I I I . Stempel Naskah D inas 

A. B e n t u k / u k u r a n stempel. 

1. Stempel j aha t an Kepala Daerah herhentuk l ingkaran herilsi 

namajahatan, n a m a PemerintEih Daerah, dan menggunaksn 

lamhing negara dengan pembatas tanda hinimng, dengan 

u k u r a n : 

a . u k u r a n garis tengah l ingkarf in luar stempel j aha tan ada lah 4 

cm; 

h. u k u r a n garis tengah l ingkartm tengah stempel j aha t an 

ada lah 3,8 cm; dan   
  

  

  

    

UNI 
IERJA 

yang 
FUN 

my         

- 389.- 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

PUSKESMAS KOTA UTARA 

  

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SMP NEGERI 1 GORONTALO 

  

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
(M , 

SDN No. 77 KOTA TENGAH Vi 

. Jln Sulawesi No.21 Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Kode Pos 96127 

—w— —5#55)—- 

      
  

Susunan dan bentuk Naskah Dinas dapat ditarnbahkan 

atribut tertentu 

ContohPenggunaan Logo GERMAS 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 2 

DINAS KESEHATAN S 
GERMAS    

—— Jl Jamaludin Malik No 52 Telp (0435) 830286 Faks. - Kode Pos 96138 
3     

III. Stempel Naskah Dinas 

A. Bentuk/ukuran stempel. 

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi 

namajabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan 

lambing negara dengan pembatas tanda bintang, dengan 

ukuran: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 

cm, 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan 

adalah 3,8 cm, dan



- 3 6 -

c. u k u r a n garis tengah l ingkaran da lam stempel j aha tan 

ada lah 2,7 cm. 

• Vamn Jaba r an 

3.8 c m 4 <;m 

I - IjiiT.hang Negara 
Niima Pemerintah Daerah 

Contoh Stempel j aha tan Kepala Daerah 

2. Stempel Perangkat Daerah herhentuk l ingkaran herisi n a m a 

Pemerintah Daerah prov insi/kahupaten/kota, n a m a Pemerintch 

Daerah, n a m a Perangkat Daerah yang bersangkutan den 

menggunakan logo daerah dengan pembatas tenda hintang, 

dengan u k u r a n : 

1) u k u r a n garis tengah l ingkart in lua r stempel Perangkat 

Daerah ada lah 4 cm; 

2) u k u r a n garis tengah lingkar£in tengah stempel l^erangkat 

Daerah ada lah 3,8 cm; dan 

3) u k u r a n garis tengah lingkar£Ln da lam stempel F'erangkat 

Daerah ada lah 2,7 cm. 

- 36 - 

Cc. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan 

adalah 2,7 cm. 

b Nama Jabatan 
  

  

  

        

an et at b Lambang Negara 

  

Kp Sr TS Ag » Nama Pemerintah Daerah 

Contoh stempel jabatan Kepala Daerah 

  

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama 

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah 

Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan 

menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, 

dengan ukuran: 

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat 

Daerah adalah 4 cm, 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat 

Daerah adalah 3,8 cm, dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Ferangkat 

Daerah adalah 2,7 cm. 

  

UNI 
TERIA 
  

KABAG 

  

    SEKDA     en
 

—
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• ̂  Pemerintah Daerah Kota Pemerintah Daerah Kota 

v w 

\ \5 
ri\ S E T D A 

V 7 // 

m 
ri; DINAS ARPUS 

^ _ ^ 

\ o \ ,/b/7 

4 # 

>gc Daerah 

N««m KccaMiaUiii 

//or/ V7\̂ \ 
<l; DINAS KESEHATAN j -7; j 

' -XT—I ,1 

3. Stempel un i t pe laksana teknis d inas dan/atau badan layanan u m u m 

dfierah berbentuk l ingkaran berisi n a m a Pemerintah Daerah, n a r i a 

P«;rangkat Daerah dan n a m a un i t pe laksana teknis d inas dan/atau 

hfidan layanan u m u m daerah yang laersangkutan dan menggunakan 

logo daerah dengan pembatas tanda hintang, dengan u k u r a n : 

1) u k u r a n garis tengah l ingkaran lua r stempel un i t pe laksana tekri is 

d inas dan/atau hadan layanan u m u m daerah ada lah 4 cm; 

2) u k u r a n garis tengah l ingkaran tengah stempel un i t pelaksaj ia 

teknis d inas dan/atau hadan l ayanan u m u m daerah ada lah 

cm; dan 

3) u k u r a n garis tengah l ingkaran da lam stempel un i t pe laksaha 

teknis d inas dan/atau hadan layanan u m u m daerah ada lah 2,7 

cm. 

_ ^ Pemerintah Daerah Kota 

.8 

4 cm 

• Logo Daerah 
NamaUPTD 
Nama Pemerintah Daerah 

Stempel Pengamanan Naskah D inas d igunakan sesuai dengan 

tii.igkat keamanan sura t dan dicap j jada sehelah k a n a n atas Amplap 

- 37 - 

Kn I Pemerintah Darren Kota Pemeriritah Daerah Kota    

   

  

  

  

  

    
      

    

    

Z 

KA | 

E PT Ga ga b Logo Daerah LA 

PN Ae osn Bercak Maa 
Pa Ea # Nama Pemenntah Daerah Panannnnannannnnnnnnannnnnnan ma kaan 

7S YON G. Ox 1, 'ON | 
Akp An 4, An 1 YAN 

Ik SETDA |“ DINAS ARPUS | | 5 DINAS KESEHATAN “| 

2 OT KL Ki KI 
Sont Pp” Wont MonTP 

3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum 

daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama 

Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau 

badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan 

logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis 

dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm, 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 

cm, dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 

cm. 

  

  

  

8 cm 4cm 
  

      

    

  

      
Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan 

tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop  
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n a s k a h dinas. J i k a sura t tersebut d isa l in , stempel t ingkat k e a m a n a n 

pjida sa l inan h a r u s dengan w a m a yang s a m a dengan w a r n a stempiel 

pfida sura t as l i . Stempel Pengamanan Naskah D inas herhentuk 

pfirsegi panjang, h e rukuran panjanc; 5cm, lehar 1 cm. Ber i s i tu l i san 

"Sangat Rahas i a " dan "Rahas ia " . 

SANGAT RAHASIA RAHASIA 

Kfjtentuan Stempel. 

a . Pejahat yang herhak menggunakan stempel j aha tan a d a l ^ 

Kepala Daerah. 

h. Pejahat yang herhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

ada lah kepala Perangkat Daerat i , kepala lemhaga. la innya , dan 

kepala un i t pelaiksana teknis d inas . 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung j awa l i penggunaan 

stempel j aha t an d i l akukan oleh un i t yang memhidangi u r u s a n 

ke ta tausahaan pada sekretar iat daerah dan sekretariat dewan. 

d. Kewenangan peny impanan dan tanggung jawat) penggunaan! 

stempel Perangkat Daerah d i l akukan oleh un i t yang memhidarigi 

u r u s a n ke ta tausahaan pada Se lce tar ia t Perangkat Daerah. 

e. P enun jukkan pejahat pemegamg dan penyimpan stempel 

di tetapkan dengan keputusan kepa la Perangkat Daerah. 

f. Bag ian U m u m Sekretar iat Da.erah bertanggung j a w a h atJas 

pengadaan stempel. 

P(mgaman Stempel. 

a . U n t u k pengamanan stempel Naskah D inas di l ingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan kode rahas ia . 

b. Ketentuan lehih lanjut mxengenai s tandard isas i kode p e n g a m a n ^ 

stempel d iatur tersendir i oleh Pemerintah Daerah. 

  

UNI 

  

  

    

geRh A 

( 
sa £ 
ah f         
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naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan 

pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel 

pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk 

persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan 

“Sangat Rahasia” dan “Rahasia”. 

  

SANGATRAHASIA || RAHASIA 
        

Ketentuan Stempel. 

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah 

Kepala Daerah. 

Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan 

kepala unit pelaksana teknis dinas. 

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 

stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 

ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. 

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 

stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi 

urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah. 

Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 

ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. 

Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas 

pengadaan stempel. 

Pengaman Stempel. 

a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan kode rahasia. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan 

stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.
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IV. Amplop 

A. B( ;ntuk dan s u s u n a n amplop Naskah D inas j aha t an 

WALI KOTA GORONTALO 
Jln. Nani Wartabone Nomor 4 Telp. (0435) 821012 Falcs. 330412 Kode Pos : 96111 

Nomor : 

Kepada 

Yth. Menteri Dalam Nej;eri 

D i -

Jakar ta 

B . B e n t u k dan s u s u n a n amplop Naskah D inas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan H Nani Wartabone Nomor 4, Biawao, Kola Selatan, Kota Gorontalo, 
Telepon (0435) 821012 Faks 830412 Kode Pos : 96111 

Npnior:... I... I... I... 

Yth 

  

    
  

  

5 
(
S
g
|
 ga 

  

8         
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IV. Amplop 

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan 

  

  

WALI KOTA GORONTALO 

Jln. Nani Wartabone Nomor 4 Telp. (0435) 821012 Faks. 330412 Kode Pos : 96111 

  

Nomor : 

Kepada 

Yth. Menteri Dalam Negeri   Di — 

Jakarta   
  

B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

 



- 4 0 -

V. Map 

1) B e n t u k dan s u s u n a n map Naskah D inas j aha t an Kepala Daerah. 

WALI KOTA 

MOHON TANDA TANGAN 

2) Bemtuk dan s u s u n a n map Naskah D inas j aha tan p impimin 
Perangkat Daerah/setara j aha tan p impinan tinggi. | 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIS DAERAH 

- H0 

  
  

V. Map 

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dirias jabatan Kepala Daerah. 

Pem an tete J5 --rwW: 2 AE ES 

WALI KOTA WALI KOTA 

MOHON TANDA TANGAN 

      
  

  

ERI 
  

KABA 

  

      H
a
 
M
k
 

T
—
—
 

    
2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan 

Perangkat Daerah/setara jabatan pirnpinan tinggi. | 

  ee TTG$$$$$5EETAEAAATAET 853 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIS DAERAH 
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3) Be;ntuk dan s u s u n a n map Naskah D inas Perangkat Daerah. 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

Jln. Ntnl Wartabone No 04 Tap. (0435) 821012 Faks. 830412 Kode Pos: 96111 

V I . Paraf 

1. Paraf H ierark i 

Contoh paraf h ie rark i 

P A R A F H I E R A R K I 

F : E P A L A B I R O / J A B A T A N P I M P I N A N 
I I N G G I P R A T A M A 

I L \ B A G / A D M I N I S T R A T O R / J F 

I L \ S U B A G / P E N G A W A S / J F 

P E L A K S A N A 

2. Paraf koordinasi . 

P A R A F K O O R D I N A S I 

J A B A T A N P I M P I N A N T I N G G I PR .ATAMA 

J A B . A T A N P I M P I N A N T I N G G I PR .ATAMA 

J A B A T A N P I M P I N A N T I N G G I P R A T A M A 

E'st 

    
  

  

l 

L- 

f 
1 
f 

      Tg
 

1 
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3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

  

war 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

  
  

VI. Paraf 

1. Paraf Hierarki 

Contoh paraf hierarki 

  

PARAF HIERARKI 

KEPALA BIRO/ JABATAN PIMPINAN 

TINGGI PRATAMA 

KABAG/ADMINISTRATOR/JF 

  

  

  

KASUBAG/ PENGAWAS/JF 
  

| PELAKSANA         

2. Paraf koordinasi. 

  

PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
  

  

(JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
  

List         
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V I I . Kewenangan Penandatanganan dan Pe l impahan Kewenang;an 

1. Kewenangan Penandatanganan 

a. kewenangan u n t u k menandatangani Naskah D inas antar/ke lukr 

ins tans i Pemerintah Daerah yang hersifat kehi jakan/keputusarj i/ 

a r a h a n herada pada Kepala Daera l i . 

h. kewenangan u n t u k menandatangani Naskah Dins.s yang t idak 

hersifat keh i j akan/keputusan/arahan dapat d i se rahkan/ 

d i l impahkan kepada Sekretar is IDaerah a tau j aha tan pimpinfin 

tinggi madya di Perangkat Daerah a tau pejahat Ia in yang dihqri 

kewenangan. 

c. penyerahan/pel impahan wewenang penandatangfinan N a s k ^ 

D inas da lam s u s u n a n sura t oleh a tasan kepada pejahat 

d ihawahnya d i l aksanakan sehagai her ikut . 

1) Sekretar is Daerah dapat memjieroleh pel impahan kewenangan 

dan penandatanganan Naskah D inas tentang reucana strategis 

dan operasional, t e rmasuk kegiatan Ia in yang d i l aksanakan 

oleh sa tuan ker ja di ins tans i mas ing masing. 

2) J a h a t a n p impinan tinggi p ra tama pada Perangkat Daerah 

dapat memperoleh penyerahan/pel impahan wewenang dim 

penandatanganan Naskah D inas yang herka i tan dengan 

pe laksanaan tugas dan fungsi sesua i dengan hidang masing-

masing. f 

3) Kewenangan penandatanganan Naskah D inas di l ingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat dilihat pada tahel di 

hawah in i : 

a) Pemerintah Kota 

J A B A T A N 
J E N I S NASKAH DINAS YANG DAPAT 

C'lTANDATANGANl 

WALIKOTA 

a. peraturan daerah; 
h. peraturan wal i kota; 
c. keputusanwal ikota ; 
d. i n s t ruks i ; 
e. su ra t edaran; 
f. sura t d inas ; 
g. su ra t keterangan; 
h . su ra t iz in; 
i . sura t perjanj ian; 

j . su ra t per intah; 
k. su ra t tugas; 
I . su ra t k u a s a ; 
m. sura t undangan; 
n . sura t pemyataan melaksanakf in tugas; 
o. su ra t panggilan; 
p. nota d inas; 

  

Bg
 

A
a
 

  

  

Ez ni
 

  

SN 

Y
a
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VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan 

1. Kewenangan Penandatanganan 

a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar 

instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/ keputusan / 

arahan berada pada Kepala Daerah. 

b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak 

bersifat  kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan / 

dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan 

tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi 

kewenangan. 

c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah 

Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat 

dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut. 

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan 

dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis 

dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan 

oleh satuan kerja di instansi masing masing. 

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah 

dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan 

penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing- 

masing. 

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

a) Pemerintah Kota 

  

JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT 

  

JABATAN 
DITANDATANGANI 

peraturan daerah, 
peraturan wali kota, 

WALIRA IA keputusanwalikota, 
instruksi, 

surat edaran, | 
surat dinas, 
surat keterangan, 
surat izin, 
surat perjanjian, 
surat perintah, 
surat tugas, 
surat kuasa, 

. surat undangan, 
surat pernyataan melaksanakan tugas, 
surat panggilan, 
nota dinas,     S

O
P
 

I 
P
K
P
A
 
M
P
N
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q. lembar disposis i ; 
r. pengumuman; 
s. laporan; 
t. rekomendasi ; 
u . radiogram; 
V. berita acara ; 
w. memo; 
X. piagam; 
y . sertif ikat; dan 
2. surattandatamatpendid ikandanpelat ihan. 

J A E I A T A N D A L A M J A B A T A N A T A S N A M A W A L I K O T A 

W A K I L 
W A L I K O T A 

a. sura t d inas; 
b. sura t keterangan; 
c. sura t per intah; 
d. sura t iz in; 
e. sura t per intah; 
f. su ra t tugas; 
g. su ra t pemyataan 

me laksanakan 
tugas; 

h . nota d inas ; 
i . lembar disposisi ; 

j . laporan; 
k. rekomendasi ; dan 
1. memo 

a. sura t edaran; 
h. sura t d inas ; 
c. sura t keterangs.n; 
d. sura t per intah; 
e. su ra t iz in; 
f. su ra t per intal i ; 
g. su ra t tugas; 
h . su ra t 

pemya taanme laksanakant i i 
gas; 

i . nota d inas ; 
j . lembar disposisi ; 
k. pengumuman; 
I . radiogram; 
m. berita acara ; 
n . piagam; dan 
o. sertif ikat. 

J A B A T A N D A L A M J A B A T A N A T A S N A M A W A L I K O T A 

S E K R E T A R I a. sura t d inas; a . keputusan ; 
S D / L E R A H h. sura t keterangan; h. su ra t edaran;, 

c. sura t iz in; c. su ra t d inas; 
d. sura t per intah; d. sura t keterangan; 
e. sura t tugas; e. su ra t i z in; 
f. sura t perjanjian; f. sura t per intah; 
g. sura t per ja lanan g. su ra t tugas; 

d inas; h . sura t perjanjian; 
h . sura t k u a s a ; i . sura t undangan; 
i . sura t undangan; j . su ra t 

j . sura t pemyataanm e laksanakar It 
pemyataanme laksan ugas; 
a k a n tugas; k. sura t panggilan; 

k. su ra t panggilan; 1. nota d inas; 
1. nota d inas; m. pengumuman; 
m. lemhar disposisi ; n . radiogram^; 
n . te laaban staf; o. berita acara ; 
o. pengumuman; p. piagam; 
p. laporan; q. sertif ikat; dan 
q. rekomendasi ; r. sura t tanda 
r. su ra t pengantar; tamatpendidikan dan 
s. l embaran daerah; pelat ihan. 
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| 

  
  

  

  

      
  

  

    
  

          

  

  

g. lembar disposisi, 
r. pengumuman, 
s. laporan, 
t. rekomendasi, 

Uu. radiogram, 
v. berita acara, 

w. memo, | 
x. piagam, | 
y. sertifikat, dan 
z. surattandatamatpendidikandanpelatihan. 

JAEATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA WALIKOTA 

WAKIL a. surat dinas, a. surat edaran, 
WALI KOTA b. surat keterangan, b. surat dinas, 

Cc. surat perintah, Cc. surat keterangan, 
d. surat izin, d. surat perintah, 
e. surat perintah, e. surat izin, 
f. surat tugas, f. surat perintah, | 
g. surat pernyataan g. surat tugas, | 

melaksanakan h. surat 
tugas, pernyataanmelaksanakantu 

h. nota dinas, gas, 
i. lembar disposisi, i. nota dinas: 
j. laporan, j. lembar disposisi, 
k. rekomendasi, dan | k. pengumuman, 
l. memo l. radiogram, 

m. berita acara, 
n. piagam, dan 
Oo. sertifikat. 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA WALI KOTA 

SEKRETARI | a. surat dinas, a. keputusan, 
S DAERAH b. surat keterangan, b. surat edaran: 

Cc. surat izin: Cc. surat dinas, 
d. surat perintah, d. surat keterangan, 
e. surat tugas, e. surat izin, 

f. surat perjanjian, f. surat perintah, 
g. surat perjalanan g. surat tugas, 

dinas, h. surat perjanjian, 
h. surat kuasa, i. surat undangan, 
i. surat undangan, J-. surat 
j. surat pernyataanmelaksanakant 

pernyataanmelaksan ugas, 
akan tugas, k. surat panggilan, 

k. surat panggilan, Il. nota dinas, | 
Il. nota dinas, m. pengumuman, | 
m. lembar disposisi, n. radiogram, 
n. telaahan staf, Oo. berita acara: 
Oo. pengumuman, p. piagam, 
p. laporan, g. sertifikat, dan 
g. rekomendasi, r. surat tanda 
r. surat pengantar, tamatpendidikan dan 
s. lembaran daerah, pelatihan.       
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t. berita daerah; 
u . berita acara ; 
V. notula ; 
w. memo; 
X. daftar hadir ; dan 
y. sertif ikat. 

J/LBATAN DALAM JABATA ]^ ATAS NAMA WALI KOTA 

A S I S T E N a. nota d inas ; 
h. lemhar disposisi ; 
c. te laaban staf; 
d. laporan; 
e. sura t pengantar; 
f. notula ; dan 
g. memo. 

a. sura t d inas ; 
h. sura t keterangan; 
c. sura t per intah; 
d. sura t tugas; 
e. sura t per ja lanan 

d inas; 
f. su ra t undangan; 
g. sura t panggilan; 
h . nota d iaas ; 
i . laporan; 

j . sura t pengantar; 
dan 

k. daftar hadir . 

J A B A T A 
N 

DALAM 
J A B A T A N 

ATAS NAMA 
WALI KOTA KETER/ iNOAN 

K E P A L A 
PERAIM 
OKAT 

D A E R A 
H 

a. sura t d inas ; 
h. suratketeran 

gan; 
sura t 
per intah; 
sura t iz in; 
suratperjanj i 
a n ; 
su ra t tugas; 
suratper ja lan 
andinas ; 
sura t k u a s a ; 
sura tundang 

c. 

d. 
e. 

f. 
g-

h . 
i . 

j -
an ; 
sura t 
pemyataan 
me laksanaka 
n tugas; 

k. suratpanggil 
an ; 

1. nota d inas ; 
m. notapengajua 

n 
n . konsep 
o. n a s k a h 

d inas; 
p. lemhardispos 

i s i ; 
q. te laaban 

a. kepu tusa 
n ; 

h. sura t 
edaran; 

c. sura t 
d inas; 

d. suratketer 
angan; 

e. sura t 
per intah; 

f. su ra tund 
angan; 

g. sertifikat; 
dan 

h . pengumu 
man . 

Kepala Perangkat 
Daerah a tas n a m a 
Wal i Kota 
menandatangani 
Naskah D inas 
da lam bentuk 
s u s u n a n produk 
h u k u m Keputusan 
Wal i Kota 
berupa penetapan 
dan pengaturan 
teknis operasional 
subs tans i ins tans i . 
• PenandatangananNaskaL. 

D inas olehKepala 
PerangkatDaerah a tas 
namaWal i Kota berupa 
suratedaran hanyaterka i 
pengaturanteknis 
operas ionalsuhstansi 
ins tans i . 

• U n t u k Setwandapat 
menandatangani 
semuanaskah d inassesua i 
dengankewen anganKepal i L 
PergmgkatDae r a h 
kecual isert i f iLat. 

• K h u s u s un tukKepa l a 
PerangkatDaerah 

Md 

  

  

    

  

    

  

  

  

  

2 
| y
b
 

  

              

t. berita daerah, 
u. berita acara, 
v. notula, 
w. memo, 
x. daftar hadir, dan | 
y. sertifikat. | 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA WALI KOTA 

ASISTEN a. nota dinas, a. surat dinas, 
b. lembar disposisi, b. surat keterangan, 
c. telaahan staf, Cc. surat perintah, 
d. laporan, d. surat tugas, 
e. surat pengantar, e. surat perjalanan 
f. notula, dan dinas, 
g. memo. f. surat undangan: | 

g. surat panggilan, 
h. nota dinas, 
i. laporan, 

J- surat pengantar, 
dan 

k. daftar hadir. 

JABATA DALAM ATAS NAMA -- 

N JABATAN WALI KOTA 

KEPALA | a. surat dinas, | a. keputusa | Kepala Perangkat 

PERAN | b. suratketeran n, Daerah atas nama 
GKAT gan, b. surat Wali Kota 
DAERA |c. surat edaran, menandatangarii 

H perintah, c. surat Naskah Dinas 
d. surat izin, dinas, dalam bentuk 
e. suratperjanji | d. suratketer | susunan produk 

an, angan, hukum Keputusan 
f. surat tugas, e. surat Wali Kota 
g. suratperjalan perintah, | berupa penetapan 

andinas, f. suratund | dan pengaturan 
h. surat kuasa, angan, teknis operasional 
i. suratundang | 8. sertifikat, | substansi instansi. 

an, dan s PenandatangananNaskah 
j. surat h. pengumu Dinas olehKepala 

pernyataan man. PerangkatDaerah atas 
melaksanaka namaWali Kota berupa 
n tugas, suratedaran hanyaterkait 

k. suratpanggil pengaturanteknis 
an, operasionalsuibstansi 

Il. nota dinas, instansi. 

m. notapengajua " Untuk Setwandapat 
n menandatangani 

n. konsep semuanaskah dinassesuai 
Oo. naskah dengankewenanganKepala 

dinas, PerangkatDaerah | 
p. lembardispos kecualisertifikat. 

isi, » Khusus untukKepala 
g. telaahan PerangkatDaerah         

  

 



- 4 5 -

staf; 
r. pengumuma 

n ; 
s. laporan; 
t. rekomendasi ; 
u . berita acara ; 
V. memo; 
w. daftar 

hadir ;dan 
X. sertif ikat. 

yangmembidangiurusan 
Pendidikan dsin pelat ihan 
jugadapatmenandatanganjir 
adiogram, piag;am, 
sura t tanda 
tamatpendidikan 
danpelat ihan a tasnama 
Wal iKota 

JAEIATAN DALAM J A B A T A N ATAS. NAMA 
S E K R E T A R I S D A E R A H 

K E P A L A 
BAGIAN 

PADA 
S E K R E T A R I A T 

D A E R A H 

a. sura t d inas ; 
b. sura t keterangan; 
c. su ra t per intah; 
d. sura t iz in; 
e. sura t perjanjian; 
f. sura t tugas; 
g. sura t per jalanan d inas ; 
h . sura t k u a s a ; 
i . sura t undangan; 

j . sura t 
pemyataanmelaksar iaka 
n tugas; 

k. sura t panggilan; 
1. nota d inas ; 
m. lembar disposisi ; 
n . te laaban staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi ; 
r. berita acara ; 
s. memo; 
t. daftar hadir ; dan 
u . sertif ikat. 

a. sura t d inas 
b. sura t ki i terangan 
c. sura t per intah 
d. sura t undangan 
e. sertifikgit 
f. pengumuman 

J A B A T A N DALAM J ABATAN ATAS NAMA K E P A L A 
PERANGKAT D A E R A H 

S E K : R E T A R I S 
PEFIANGKAT 

D A E R A H 

a. sura t d inas ; 
b. sura t keterangan; 
c. sura t per intah; 
d. sura t k u a s a ; 
e. su ra t undangan; 
f. nota d inas ; 
g. lembar disposis i ; 
h . te laaban staf; 
i . laporan; 

j . memo; dan 
k. daftar hadir . 

a . su ra t d inas ; 
b. sura t keterangan; 
c. sura t per intah; 
d. sura t undangan; 
e. nota d inas; 
f. laporan; dan 
g. daftar hadir. 

    

- 45 - 
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staf, yangmembidangiurusan 
r. pengumuma Pendidikan dan pelatihan 

n, jugadapatmenandatanganir 
s. laporan, adiogram,piagam, 

t. rekomendasi, surattanda 
u. berita acara, tamatpendidikan 
v. memo, danpelatihan atasnama | 
w. daftar WaliKota 

hadir,dan 
x. sertifikat. 

ATAS NAMA 
JABATAN DALAM JABATAN SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA a. surat dinas, a. surat dinas 
BAGIAN b. surat keterangan, b. surat keterangan 
PADA c. surat perintah, c. surat perintah 

SEKRETARIAT |d. surat izin, d. surat undangan 
DAERAH e. surat perjanjian, e. sertifikat 

f. surat tugas, f. pengumuman 
g. surat perjalanan dinas, 
h. surat kuasa, 
i. surat undangan, 
j. surat 

pernyataanmelaksanaka | 
n tugas, 

k. surat panggilan, 
l. nota dinas, 
m. lembar disposisi: 
n. telaahan staf: 
Oo. pengumuman, 
p. laporan, 
g. rekomendasi, 
r. berita acara, 
s. memo, 
t. daftar hadir, dan 
u. sertifikat. 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DAERAH 

SEKRETARIS a. surat dinas, a. surat dinas, 
PERANGKAT b. surat keterangan, b. surat keterangan, 

DAERAH c. surat perintah, Cc. surat perintah, 
d. surat kuasa, d. surat undangan, 
e. surat undangan, e. nota dinas, 
f. nota dinas: f. laporan, dan 
g. lembar disposisi, g. daftar hadir. 
h. telaahan staf, 
i. laporan, 
J-. memo, dan 
k. daftar hadir.       
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J A B A T 
AN 

DALAM 
J A B A T A N 

ATAS 
NAMA 

K E P A L A 
P E R A N G 

KAT 
D A E R A H 

K E T E R A N G A N 

K E P A L 
A 

B IDAP 
G 

a. su ra t 
b. per intah; 
c. nota d inas ; 
d. lembardispo 

s is i ; 
e. te laaban staf 

f. laporan; 
dan 

g. daftar 
hadir . 

a. su ra t 
d inas ; 

b. sura t 
ketera 
ngan; 

c. su ra t 
per inta 
h ; 

d. nota 
d inas ; 
dan 

e. daftar 
hadir . 

Pe nandatanganan 
sura t 
d inasuntukkomunikas i eks t ema ld i 
u tamakan 
u n t u k d i l akukan 
oleh Sekretar is 
Pe rangkatDaerah. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N ATAS NAMA K E P A L A 
DINAS/BADAN 

K E P A L A UNIT 
PE;LAKSANA 

TEEiN lS DINAS 

sura t d inas ; 
sura t perintah: 
sura t tugas; 
sura t pei jalanfin 
d inas ; 
su ra t k u a s a ; 
sura t undangan; 
sura t pemyataan 
me laksanakan 
tugas; 
sura t panggilan; 
nota d inas; 
lembar disposisi ; 
te laaban staf; 
pengumuman; 

m. laporan; 
n . rekomendasi ; 
o. berita acara ; 
p. memo; dan 
q. daftar hadir . 

a . 
b. 
c. 
d. 

e. 
f. 
g-

h . 
i . 

j -
k. 
1. 

a . sura t d inas ; 
b. suratki^terangan; 
c. s u ratper intah; 
d. nota d inas ; 
e. berita £icara; 
f. daftar l iadir ; 
g. inslTuli;si; dan 
h . sura t edaran 

J A B A I A 
N DALAM J.ABATAN ATAS NAMA 

WALIKOTA 
K E T E R A N G 

AN 

CAMAT a. sura t d inas ; 
b. suratketerangan; 
c. sura t per intah; 
d. sura t i z in; 
e. suratper janj ian; 
f. sura t tugas; 
g. suratper ja lanandinas; 
h . sura t k u a s a ; 
i . sura tundangan; 

a . Kepu tusa 
n ; dan 

b. su ra t 
edaran. 

n a s k a h 
d inas 
keputusar 
yang 
d i tanda 
tangani 
camat atafe 
n a m a Wal : 
Kota 

  

      
  

  

  

  
    
  

  

          

  

      
  

  

        

ATAS 

NAMA 
JABAT DALAM KEPALA 4 

AN JABATAN PERANG Ba 
KAT 

DAERAH 
KEPAL, | a. surat a. surat Penandatanganan 

A b. perintah, dinas, | surat 
BIDAN | c. nota dinas, |b. surat dinasuntukkomunikasieksternaldi 

G d. lembardispo ketera | utamakan 
sisi, ngan, untuk dilakukan 

e. telaahanstaf (c. surat oleh Sekretaris 
2 perinta | PerangkatDaerah. | 

f. laporan, h, 
dan d. nota 

g. daftar dinas, 
hadir. dan 

e. daftar 
hadir. 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN DINAS /BADAN 

KEPALA UNIT a. surat dinas, a. surat dinas, 
PELAKSANA b. surat perintah. b. suratketerangan, 

TEKNIS DINAS Cc. surat tugas, Cc. suratperintah, 
d. surat perjalanan d. nota dinas, 

dinas, e. berita acara, 
e. surat kuasa, f. daftar hadir, 
f. surat undangan, g. instruksi, dan 
g. surat pernyataan h. surat edaran 

melaksanakan 
tugas, 

h. surat panggilan, 
i. nota dinas, 
j-. lembar disposisi, 
k. telaahan staf, 
1. pengumuman, 
m. laporan, 
n. rekomendasi, 
Oo. berita acara, 
p. memo, dan 

NN g. daftar hadir. — : Li 

JABATA ATAS NAMA | KETERANG 
N DALAM JABATAN WALIKOTA AN 

CAMAT Ja. surat dinas, a. Keputusa | naskah 
b. suratketerangan, n, dan dinas 
C. surat perintah, b. surat keputusan 
d. surat izin, edaran. yang 
e. suratperjanjian, ditanda 
f. surat tugas, tangani 

g. suratperjalanandinas, camat atas 
h. surat kuasa, nama Wali 
i. suratundangan, Kota 
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j . su ra tpemya taanme laksanakan 
tugas; 

k. suratpanggi lan; 
1. nota d inas; 
m. lembardisposisi ; 
n . te laaban staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi ; 
r. berita acara ; 
s. memo; dan 
t. daftar hadir . 

banya 
u n t u k 
keputusan 
R T 
dan RW 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N K E P A L A 
BAGIAN/BIDANG 

K E P A L A 
SUBEIAGIAN / K E P A L A 
S U B B I D A N G / K E P A L A 

S E K S l 

a . nota d inas ; 
b. te laaban staf; dan 
c. laporan. 

a . Suratper in tah ; 
b. nota cl inas;dan 
c. daftar hadir. 1 

J A B A T A N DALAM JABAT/ iN ATAS NAMA CAMAT 

L U R A H a. nota d inas ; 
b. te laaban staf; dan 
c. laporan. 

a . sura t d inas ; 
b. suratketerangan; 
c. suratper intah; 
d. suratundangan;dan 
e. suratpai iggi lan. 

J A B A T A N DALAM J A B A T A N 

P E L A K S A N A a. nota d inas ; 
b. te laaban staf; dan 
c. laporan. 

2. Pe l impahan Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

i\tas nama , yang dis ingkat £..n., d ipergunakan j i k a yapg 

l ierwenangmenandatangani surat/dokumen me l impahkan kepad^ 

jDejabat d ibawahnya. Persyaratan yang h a r u s d ipsnub i sebagai 

iDerikut: 

I) Pe l impahan wewenang tersebut da lam bentuk tertul is , 

k h u s u s u n t u k Naskah D inas yang berupa kebi jakan, k e c u ^ i 

naskahyangs i fa tnya admin is t ras i ; 
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j. suratpernyataanmelaksanakan hanya 
tugas, untuk 

k. suratpanggilan, keputusan 
l. nota dinas, RT 
m. lembardisposisi, dan RW 
n. telaahan staf: 
Oo. pengumuman, 
p. laporan, 
g. rekomendasi, 
r. berita acara: 
s. memo, dan 
t. daftar hadir. 

KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN BAGIAN/BIDANG | 

KEPALA a. nota dinas, a. Suratperintah, 
SUBBAGIAN / KEPALA b. telaahan staf, dan | b. nota dinas:dan 
SUBBIDANG/KEPALA c. laporan. c. daftar hadir. 

SEKSI 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT 

LURAH a. nota dinas, a. surat dinas, 
b. telaahan staf: dan b. suratketerangan, 
c. laporan. Cc. suratperintah, 

d. suratundangan,dan 
e. suratpanggilan. 

JABATAN DALAM JABATAN 

PELAKSANA a. nota dinas, 
b. telaahan staf, dan 
c. laporan.     
  

    
  

  

        

—
a
n
 

O
r
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| 
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2. Pelimpahan Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang 

berwenangmenandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada 

pejabat dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai 

berikut: 

dalam bentuk 

khususuntuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali 

1) Pelimpahan wewenang tersebut tertulis, 

naskahyangsifatnya administrasi, 
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2) Materi wewenang yang d i l impat ikan benar-benar menjadi tug^s 

dantanggung j awab pejabat yang me l impahkan; 

3) Tanggung j awab sebagai ak ibat penandatanganan Naskah 

Dinasberada pada pejabat yang d ia tasnamakan . 

Contoh: 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 
S E K R E T A R I A T D A E R A H 

Jln. Nani Wartabone No. 04 Telp. (0435) 821012 Faks. 830412 Kode Pos : 961 11 

Tempat, T a n ^ a l , B u l a n d an 
T a h u n 

Nomor 
Sifat 
L j impiran 
Ha l : Undangan 

Yth . 

di 

hari/tanggal 
w a k t u 
tempat 
a c a r a 

a . n . S e k r e t a r i s D a e r a h 
A s i s t e n P e m e r i n t a h a n d a n K e s r a 

•J'. -P.,\AJ\.\PPAAj-'.i\PAr\,^APF:AAj - J .•^.P.,^j-,-'.,-PP 

N a m a 
P a n g k a t / G o l o n g a n 
N I P 

T<;mbusan: 
.Sekretaris Dae r ah 

U n t u k bel iau, yang dis ingkat u.b., d igunakan j i k a yang dibbr. 

kuasamember i k u a s a lagi kepada pejabat sa tu t ingkat di b a w a h n i a 

U n t u k bel iau (u.b.) d igunakan setelah ada atas n a m a (a.n.) 

P(5limpahankewenangan penandatanganan Naskah D inas dengar 

bentuk untukbe l i au (u.b.) banya sampa i pada pejabat d u a t ingkat 

eselon d ibawahnya. Persyaratan yang h a r u s dipenubi an ta ra l^ir 

s(;bagaiberikut: 

1] Pe l impahan h a r u s mengikut i u r u t a n banya sampai d u a tinglj:a 

s t ruk tu ra l di bawahnya ; 
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2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas 

dantanggung jawab pejabat yang melimpahkan, 

3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah 

Dinasberada pada pejabat yang diatasnamakan. 

  

   

  

  

Contoh: 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO | 

SEKRETARIAT DAERAH | 

SSP Yin. Nani Wartabone No. 04 Telp. (0435) 821012 Faks. 830412 Kode Pos: 96111 | 
————------------::--- — 

Tempat, Tanggal, Bulan dan 
Tahun 

Npmof 5 oewonveomaneehandanmm 

Sifat” 5 naro oo. 

Lampiran 5 sana 

Hal : Undangan 

Yth. sana na kn anan anna aan 

di 

hari/tanpeal 3 oom 

wakai oo oo Henna ANN RON TEA TERNAK 

empat oo RKA DN ai en ie aa AAN UE 

aa “rana N apn Ten mia nan aan mama dada alamiah 

a.n. Sekretaris Daerah 

Asisten Femerintahan dan Kesra 

| 
Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP 

Tembusan: 

Sekretaris Daerah     

  

  

    
    sg 

| 
Gg 

se
ga
 

T
K
 

—
—
 

        
Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi 

kuasamemberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. 

Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n). 

Pelimpahankewenangan penandatanganan Naskah Dinas den 

bentuk untukbeliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat 

eselon dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain 

sebagaiberikut: 

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

struktural di bawahnya,



UM 
KER.V. 

KAEAO 
rnmi 

SEKDA 
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2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas d ^ 

tanggungjawabnya; 

3) Dapat d ipergunakan oleh pejabat yang d i tun juk sebagai 

pejabatpengganti; dan 

4) Tanggung j awab berada pada pejabat yang telah dihteri k u a s a . 

Contoh : 

a.n. Wali Kota Gorontalo 
Sekretaris Daerah, 
u.b. 

Kepala Bagian Organisasi, 

(tanda tangan) 
I 
H . Ramdjan Datunsolang, S.IP, M.Si 
Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP 197008151992031010 

c. Pemggunaan Pe laksana Tugas (Pit.) 

1) Pit. Kepala Daerah. 

Contoh penul isan sebutan Pit. 
naskahd inas . 

da lam pen andatangan an 

Pit. Wal i Kota Gorontalo, 

( tanda tangan) 

Weni Liputo 

2) Pit. J a b a t a n S t r u k t u r a l 

Pit. j aba tan s t ruktura l memi l ik i kewenang^r 

penandatangananNaskah D inas s a m a dengan piyabat definitif 

dan bertanggung jawabatas Naskah D inas yang d itanda tangan: 

olehnya. 

Contoh penul isan sebutan Pit. da lam penandatanganan 

naskahd inas . 

Pit. Kepa la D inas Kears ipan dan Perpustakaan 
Kota Gorontalo 

( tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 
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2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas aa 

tanggungjawabnya, | 

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai 

pejabatpengganti, dan 

4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. | 

Contoh : | 

  

a.n. Wali Kota Gorontalo 
Sekretaris Daerah, | 
u.b. | 

Kepala Bagian Organisasi, 

(tanda tangan) 
| 
H. Ramdjan Datunsolang, S.IP, M.Si 
Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP 197008151992031010       

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (PIt.) 

1) Pit. Kepala Daerah. 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan 
naskahdinas. 
  

Plt. Wali Kota Gorontalo, 

(tanda tangan) 

Weni Liputo       

2) Pit. Jabatan Struktural 

PH. jabatan struktural memiliki kewenangan 

penandatangananNaskah Dinas sama dengan pejabat definitif 

  

dan bertanggung jawabatas Naskah Dinas yang ditanda tangani 

  

  

  

    

sn. IA olehnya. 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan 
KABAG 
HUKUM t naskahdinas. 

ASISTEN / Pit. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
f Kota Gorontalo 

SEKDA p 

(tanda tangan)           Nama | 
Pangkat/ Golongan | 
NIP      
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d. Pengunaan Pe laksana Har i an (Plh.) 

1| P lh. Kepala Daerah 

Contoh penul i san sebutan P lh. da lam penandatanganan naskjali 

d inas . 

P lh . Wal i Kota Gorontalo, 

( tanda tangem) 

Nama 

2) P lh . J a b a t a n S t r u k t u r a l 

P lh . J a b a t a n s t r u k t u r a l memi l ik i kewenangan periandatanganjarL 

Naskah D inas sesua i dengan tugas yang d iber ikan oleh 

pejabatdefinitif, bersifat ru t in i tas dan t idak berupa kebi jakar 

yang bersifatstrategis yang berdampak pada perubaban s ta tus 

h u k u m padaaspek organisasi , kepegawaian, dan alok^s: 

anggaran. 

Contoh penul isan sebutan P lh . da lam penandatanganan naskjah 

d inas . 

P lh . Kepa la D inas Kears ipan dan Perpustakaan 
Kota Gorontalo 

( tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh penul isan sebutan Pj. dEilam penandatang;anan n a s k ^ 

d inas . 

Pj. Wal i Kota Gorontalo, 

( tanda tangan) 

Nama 

Contoh penul isan sebutan Pj. 

dfdampenandatanganan n a s k a h dintis. 

Sekreta j i s Daerah 

F'j. Sekretar is Daerah , 

( tanda tangan) 

Nama 

    
  

  

2 
|3
z|
sa
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d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.) 

1| Plh. Kepala Daerah Ju 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatariganan nas 

dinas. 

  

Plh. Wali Kota Gorontalo, 

(tanda tangan) 

Nama       
2: Plh. Jabatan Struktural 

Pih. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan 

Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 

pejabatdefinitif, bersifat rutinitas dan tidak berpa kebijakan 

yang bersifatstrategis yang berdampak pada perubahan status 

hukum padaaspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi 

anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

  

Plh. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kota Gorontalo 

(tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP     
  

e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

  

Pj. Wali Kota Gorontalo, 

(tanda tangan) 

Nama   
  

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah 

dalampenandatanganan naskah dinas. 

  

EF. Sekretaris Daerah, 

(tanda tangan) 

Nama      
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f. Pimggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penul isan sebutan Pjs. da lam penandatanganan n a s k a h 

d inas 

l^js. Wal i Ko ta Gorontalo, 

( tanda tangan) 

Nama 

  

Un 
KERJA a

r
 

  

KABA 

  

ASISTEN 
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f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah 

dinas 

| 
  Pjis. Wali Kota Gorontalo, 

(tanda tangan) 

  Nama   
  

WALI KOTA GORONTAL 

ban A. TAHA 

       


